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ABSTRAKSI 
“Peranan Malaysia dalam penyelesaian konflik Filipina dengan MILF (Era 
Pemerintahan- Benigno S. Aquino III)”. Di bawah bimbingan Muhammad Nasir 
Badu, Ph.D selaku pembimbing I dan Pusparida Syahdan selaku pembimbing II. 
Jurusan ilmu hubungan internasional, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, 
Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi yang 
digunakan Malaysia dalam perannya sebagai fasilitator pada konflik Filipina 
dengan MILF (Moro Islamic Liberation Front) yang berlangsung selama 52 tahun, 
yaitu mulai tahun 1960 dan berakhir pada tahun 2012. Konflik tersebut telah 
beberapa kali melakukan perdamaian namun proses perdamaian konflik tersebut 
selalu gagal dan tidak terealisasikan yang menyebabkan terjadinya konflik 
berkepanjangan. Negosiasi dalam penyelesaian konflik dilakukan dalam 3 tahap, 
yakni; 1) Tripoli Agreement tahun 1976, 2) Jeddah Accord tahun 1987, 3) Final 
Peace Agreement tahun 1996. Penelitian ini terfokus pada strategi fasilitator dan 
aktor-aktor yang terlibat dalam proses perdamaian konflik. Tipe penelitian yang 
penulis gunakan ialah tipe penelitian deskriktif analitik. Teknik pengumpulan data 
yang penulis gunakan ialah studi pustaka. Untuk menganalisa data, penulis 






“Malaysia’s Peacemaking Role in the Philippines Conflict with the MILF (Moro 
Islamic Liberation Front) Under the Government of Benigno S. Aquiono III,” 
under the supervision of Muhammad Nasir Badu, Ph.D as Advisor I and 
Pusparida Syahdan as Advisor II, Department of International Relations, Faculty 
of Social and Political Science, Hasanuddin University. This research is aimed to 
explain the strategy of Malaysia under its role as facilitator of the Philippines and 
MILF (Moro Islamic Liberation Front) that occurred for 52 years, starting from 
1960 until 2012. The conflict has in numerous times resulted to resolutions, but 
never fully realized, nor to the extent of sustainability. The negotiations taken 
took 3 phases, which are; 1) Tripoli Agreement 1976, 2) Jeddah Accord 1987, and 
3) Final Peace Agreement 1996. This research specifically focuses upon the 
facilitator’s strategies, and the actors involved in the peacemaking of the conflict.  
The type of research used is analytical description. Information gathering 
technique used is library research, while to analyze the data, the writer used 
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A. Latar Belakang Masalah 
Konflik Moro merupakan  salah satu koflik terlama di Asia. Tetapi 
jauh sebelum terjadi konflik antara Moro Islamic Liberation Front (MILF) 
dengan Pemerintah Filipina. Bangsa Moro telah melawan penjajah Spanyol 
yang telah menguasai Filipina sejak abad ke-16 sampai pada abad ke-19. 
Pada tahun 1898 Amerika Serikat menang dalam perang melawan Spanyol 
dan secara langsung kekuasaan Spanyol digantikan oleh Amerika Serikat di 
Filipina. Ini menandai kekuasaan Amerika Serikat di Filipina hingga 
kemerdekaan Filipina pada tahun 1946. Dengan diperolehnya kemerdekaan 
Filipina pada tahun 1946, proses integrasi politik dan ekonomi mulai 
dilakukan oleh Pemerintah Filipina termasuk dibagian selatan. Pada masa 
kolonialisasi Spanyol wilayah Mindanao-Sulu yang berada dibagian selatan 
tidak berada dalam kontrol Spanyol. Tetapi pada masa tersebut Spanyol 
memasukkan wilayah Mindanao-Sulu dalam penyerahan Filipina ke 
Amerika Serikat. Mengakibatkan pertempuran berdarah antara muslim 
Mindanao dengan penjajah Amerika Serikat yang berakhir dengan 
perjanjian yang dikenal dengan “Treaty Bates”pada 22 agustus 1899. 





 amerika serikat memasukkan wilayah Mindanao kedalam 
pembentukan Negara Filipina. Dan pada tahun 1940Amerika Serikat 
menghapuskan kesultanan di Mindanao dan dimasukkan dalam sistem 
administrasi Filipina. Sebelum kemerdekaan Filipina, bangsa Moro 
menyampaikan kekecewaan kepada pemerintah Amerika Serikat melalui 
memorandum Mindanao dan Sulu, dimana mereka tidak mau dimasukkan 
dalam pemerintahan Negara Filipina dikarenakan Mindanao dan Sulu telah 
memiliki kedaulatan sendiri dan bukan bagian dari jajahan Spanyol. 
Setelah kemerdekaan filipina, wilayah Mindanao-Sulu menjadi bagian 
dari Filipina. Namun, sebagian besar masyarakat Moro menilai bahwa 
mereka didominasi oleh kelompok Kristen (khatolik). Apalagi konstitusi 
Filipina mengabaikan hukum dan kearifan lokal yang berlaku di bangsa 
Moro dan telah membuat mereka menjadi kaum minoritas. Bangsa Moro 
merasa semakin menjadi kaum minoritas karena pemerintah Filipina tidak 
mengakui hukum adat yang didijalankan bangsa Moro. Hal ini memicu 
ketegangan antar penduduk minoritas Moro dengan para pendatang. Pada 
tahun 1972 Nur Misuari mendirikan dan mendeklarasikan bangsa Moro 
melalui Moro National Liberation Front (MNLF) dengan tujuan untuk 
mencapai kebebasan penuh dan merdeka dari penjajahan Filipina.  
                                                             
1Zakaria: Proses resolusi konflik bangsa Moro di 
Filipina;http://zakariahiuin.blogspot.com/2010/11/proses-resolusi-konflik-bangsa-moro-
di.html;diakses 29 november 2010 
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Pada tahun 1976 pemerintah filipina dan pemimpin MNLF melakukan 
perjanjian yang dinamakan perjanjian Tripoli melalui mediasi Organisasi 
Konferensi Islam (OKI)
2
. Adapun isi dari perjanjian Tripoli ialah :  
1. Hak otonomi daerah untuk 13 provinsi di Mindanao, Sulu dan 
kepulauan Palawan sebagai wilayah yang paling berpengaruh terhadap 
MNLF. 
2. Otonomi penuh diberikan pada bidang pendidikan dan pengadilan 
sementara bidang pertahanan dan politik luar negeri tetap berada 
dibawah kebijakan pemerintah Filipina.   
Namun, perjanjian Tripoli gagal karena perjanjian tersebut tidak 
ditaati oleh kedua belah pihak yang berkonflik dan mengakibatkan 
banyaknya penafsiran sehingga tidak dapat diimplementasikan. Saat itu pula 
MNLF terbagi menjadi 2 bagian antara Moro National liberation Front 
(MNLF) yang dipimpin oleh Dimas Pundatu dan Moro Islamic Liberation 
Front (MILF) yang dipimpin oleh Salamat Hashim. 
Pada awal kemerdekaan, pemerintah Filipina disibukkan dengan 
pemberontakan kaum komunis. Sehingga tekanan terhadap perlawanan 
bangsa Moro dikurangi. Adapun penyebab terpecahnya MNLF dikarenakan 
perbedaan Ideoloigy. MNLF yang dipimpin Nurulhaj Misuari yang 
berideologikan nasionalis sekuler sedangkan MILF yang dipimpin Salamat 
Hashim merupakan seorang ulama pejuang yang murni berideologikan islah 




dan bercita-cita mendirikan negara islah diFilipina selatan. Tentu saja 
perpecahan ini memperlemah perjuangan bangsa Moro secara keseluruhan 
dan memperkuat posisi pemerintah Filipina dalam menghadapi bangsa 
Moro. Ditandatanganinya perjanjian perdamaian perdamaian antara Nur 
Misuari sebagai pimpinan MNLF dengan Fidel Ramos sebagai Presiden 
Filipina  pada 30 Agustus 1996 di istana merdeka Jakarta, lebih 
menunjukkan ketidak sepakatan bangsa Moro dalam menyelesaikan konflik 
yang telah memasuki 2 dasawarsa itu. Disatu pihak mereka mengkhendaki 
diselesaikannya konflik dengan cara diplomatik diwakili oleh MNLF, 
sementara pihak lainya mengkhendaki perjuangan bersenjata atau jihad 
diwakili oleh MILF. Semua pihak memandang caranyalah yang paling tepat 
dan efektif. 
Pemerintah Filipina cukup cemas dengan dengan kekuatan militer 
MILF. Dikarenakan MILF mempunyai dasar-dasar kemiliteran dan 
pendirian kamp. Kekuatan dan keahlian yang dimiliki MILF diwariskan 
oleh Jamaah Islamic (JI). Dimana keahliah tersebut seperti merakit senjata, 
mereloaded peluru yang telah dugunakan dapat terpakai lagi sebaga 
amunisi. Dengan keahlian tersebut, MILF dapat memproduksi lebih dari 
2000 peluru perharinya. Selain membuat peluru, MILF mampu membuat 3 
jenis senjata seperti senjata sniper berkaliber 5,56 yang terbuat dari kayu 
yang mampu menembak hingga 2 kilometer, mampu memproduksi granat, 
peluru RPG yang terbagi menjadi 2 macam yakni anti personal dan anti 
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tank. Dalam pembuatan senjata tersebut harus sepengatahuan kamp 
Darapanan sebagai kantor pusat MILF yang berkedudukan di kota Cotabato. 
Pada tahun 1999, Malaysia menawrkan bantuan kepada pemerintah 
Filipina untuk menyelesaikan masalah separatis di Mindanao dan bertindak 
sebagai negossiator dan mediator bersama MILF. Namun, hubungan antara 
Malaysia dan Filipina tidak selulu mulus. Pada tahun 1962 Presiden Filipina 
saat di Diosdado Macapagal secara resmi mengajukan klaim atas Sabah 
berdasarkan klaim keturunan kesultanan Sulu. Penerus Macapagal yaitu 
Ferdinand Marcos, mengesampingkan tersebut. Pada tahun 1968, 
terungkaplah bahwa dia sedang melatih tim sabotase di pulau Corregidor 
untuk penyusupan kedalam Sabah. Ferdinand Mrcos kemudian melepaskan 
klain tersebut tetapi Malaysia selalu menginginkan penolakan publik secara 
eksplisit. Selama bertahun-tahun klaim Filipina atas Sabah belum diutarakan 
secara resmi. Manila belum mengeluarkan pernyataan untuk menarik klaim 
atas wilayah tersebut. Pada tanggal 17 oktober, Benigno S. Aquino 
mengatakan dia tidak membangkitkan kembali klaim atas Sabah. “pada saat 
klaim itu terbengkalai kecuali kalian ingin menyulutnya dengan api”. Kata 
Benigno S. Aquino kepada korespondensi asing Filipina (Foreign 
Correspondents of the\Philippines atau FOCAP). Richard Jacobson dari 
strategi dan penilaian pasific (Pasific Strategies and Assessments atau PSA) 
berbasis di Asia mengatakan perselisihan bilateral atas Sabah akan terus 
menjadi masalah di hubungan Filipina-Malaysia. Tampaknya hal ini lebih 
banyak menyebabkan masalah politik internal untuk Malaysia dari pada 
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Filipina. Kedua negara tampak kurang bersemangat untuk mendorong isu 
Sabah pada hal ini, atau mereka tampak siap untuk melakukan perselisihan. 
Bahkan, kedua pemimpin negara tidak menyinggung perselisihan Sabah 
dalam pernyataan umum mereka baru-baru ini tentang perjanjian kerangka 
kerja. Jacobson menekankan keikutsertaan Malaysia dalam proses damai ini 
menguntungkan Filipina. Dia mengatakan keterlibatan negosiator Malaysia 
sebagai faktor utama dalam membangun keyakinan kepemimpinan MILF 
untuk mendorong maju negosiasi mereka dengan Manila. 
Didalam konteks ASEAN, Malaysia jelas melihat nilai untuk 
membantu pembangunan mindanao yang lebih stabil mengingathubungan 
sejarah, budaya, sosial, dan ekonomi. Kata Jacobson, “diluar fakta 
perselisihan Sabah yang lama terjadi, peran Malaysia dalam proses 
perdamaian ini bukanlah tidak biasa.” Yang menarik pula ialah Malaysia 
menyatakan bahwa salah satu tujuan dari peran profil tingginya dalam 
proses perdamaian ini adalah untuk membantu mengamankan pembangunan 
sosial ekonomi.  
Pada masa kekuasaan Benigno Simoen Aquino III, selalu melihat 
politik sebagai kendaraan yang diperlukan untuk perubahan, perspektik 
yang dibentuk sejak awal kehidupan melalui contoh yang ditetapkan oleh 
kedua orang tuanya
3
. Benigno S. Aquino III memulai kekuasaannya sebagai 
                                                             
3Senator Benigno S. Aquino III: Senate Of The Philippines; 
http://www.senate.gov.ph/senators/sen_bio/aquino_noynoy_bio.asp; 




presiden Filipina pada 2010 hingga sekarang. Pengalaman-pengalaman yang 
telah dijalani Benigno S cukuplah panjang. Pada tahun 1998 Benigno 
menduduki kursi di DPR dan mengatakan bahwa dia akan melayani sebagai 
anggota kongres dari distrik ke-2 dari Tarlac sampai tahun 2007. Dalam 
kedudukannya selama sembilan tahun sebagai majelis rendah, ia berfokus 
pada peran Fiscalizing dari legislator. Dia merasa bahwa sudah ada terlalu 
banyak undang-undang yang baik pada saat itu tetapi tidak memiliki 
implementasi yang tepat. Ia berkonsentrasi pada kerajinan undang-undang 
yang membantu menciptakan kesempatan dari pada memberi beban 
tambahan kepada mereka yang sudah dirugikan. Dia aktif mengambil 
bagian dalam pembebasan anggaran untuk memastikan bahwa inisiatif 
pemerintah yang mengatasi penderitaan orang-orang yang lebih 
membutuhkanbantuan. Pada november 2004 ia menjadi wakil dari kedua 
DPR dari Luzon, tapi ia melepaskan kedudukannya ketika ia bergabung 
dengan para pemimpin dari Partai Liberal (PL) dalam menyerukan 
pengunduran diri Presiden Gloria Macapagal-Arroyo pada puncak “Hello 
Gerci”. Menurut Benigno S. Aquino III, lebih mudah untuk menyerahkan 
posisi dari pada meninggalkan tugasnya untuk meminta pertanggung 
jawaban orang-orang yang salah. Pada bulan mei 2007
4
, ia berlari untuk 
senator dan menang, menempatkan 6 dalam pemilu nasional. Ia mengetahui 
komite senat tentang pemerintah daerah, dan juga wakil ketua komite 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia telah bertekat untuk memastikan 




bahwa inisiatif legislatif akan berubah dan melihat mereka sampai akhir 
masa jabatannya.  
Muslim moro memulai pembicaraan perdamaian, dan akan membuat 
kesepakatan akhir. Kesepekatan tersebut bertujuan mengakhiri konflik yang 
menewaskan lebih dari 160.000 orang. Jika empat hari pembicaraan di 
Malaysia berhasil terlaksana maka para perundingan dari moro Muslim dan 
pemerintah Filipina memulai putaran baru pembicaraan damai di Kuala 
Lumpur pada hari selasa bertujuan mencapai kesepakatan mengakhiri 
konflik yang sudah berlangsung selama 40 tahun di Filipina bagian selatan. 
Namun, Kuatnya resistansi dari MILF memaksa pemerintahan Filipina 
akhirnya membuka negosiasi dengan kelompok tersebut. Selama dua tahun 
terakhir, difasilitasi pemerintah Malaysia, justru runding MILF dan 
pemerintah Filipina bernegosiasi mengenai bentuk perdamaian. Sebuah 
perjanjian damai dengan MILF akan mendirikan daerah otonomi diperluas 
bagi umat islam dipulau Mindano, dan memberi mereka kekuasaan politik 
dan ekonomi termasuk bagian yang lebih besar dalam pendapatan dari 
sumber daya alam dan peran yang lebih aktif dalam keamanan dalam negeri. 
“Jalan perdamaian ini tidak begitu lama, tapi masih sangat sulit, apakah kita 
akan sampai disana” kata Mohagher Iqbal, ketua perundingan muslim, 
kepada Reuter, kedua belah pihak bekerja menuju suatu perjanjian kerangka 
kerja, peta jalan yang akan menciptakan daerah otonom baru, sebelum akhir 
masa jabatan Presiden Benigno S, Aquino pada tahun 2016. Perjanjian 
tersebut akan membentuk komisi 15 anggota yang memiliki transisi hingga 
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2015 untuk menyusun undang-undang menciptakan entitas baru untuk 
menggantikan daerah otonom saat ini yang telah berlangsung sejak 1989. 
Setelah putaran terakhir pembicaraan damai antara pemerintahan Filipina 
dengan MILF yang ditengahi oleh Malaysia untuk mengakhiri konflik 
selama empat decade yang telah mengorbankan banyak jiwa manusia di 
umumkan oleh presiden Benigno S, Aquino III pada 7 oktober 2012
5
. 
Perjanjian ini di tandatangani di Istana kepresidenan Filipina, Malacanang. 
Pemerintah Filipina diwakili oleh Marvic Leonen sementara dari MILF 
diwakili oleh Mohagher Iqbal, Peristiwa ini di hadiri oleh Presiden Benigno 
S, Aquino III dan ketua MILF Al Haj Murad Ebrahim, serta Perdana 
Menteri Malaysia Najib Rasak, dimana selama ini Malaysia sebagai 
moderator proses perdamaian tersebut. “Perjanjian ini akan menjamin protes 
dari hak Bangsa moro (sebutan pengganti MILF) dan menjaga kedaulatan 
dan integritas wilayah dari  Filipina, “ ujar Perdana Menteri Najib Rasak, 
dikutip dari Associated Press, dan akhirnya perdamaian antara pemerintah 
Filipina dengan MILF resmi berdamai dan telah bertandatangani, dan 
dinamakan kesepakatan Landmark, 15 oktober 2012
6
. 
B. Batasan Masalah  
Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi pembahasan 
tersebut agar pembahasannya tidak terlalu meluas. Penulis akan membahas 
tentang bagaimana awal mula munculnya MILF dalam konflik di Filipina, 
penyelesaian konflik pada masa jabatan Benigno S Aquino III, dan peranan 
serta kepentingan Malaysia dalam konflik Filipina. 
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Pada pembahasan ini munculnya MILF berawal dari terpecahnya 
muslim di Moro yaitu MNLF dan MILF. Yang dimana pemimpin pertama 
MILF ialah Salamat Hashim. Dalam konflik tersebut penulis akan 
membahas konflik mulai dari sejak terpilihnya presiden Benigno S Aquino 
III tahun 2010 hingga terselesainya konflik pada tahun 2012. Proses 
penyelesaian konflik yang di mediasi oleh Malaysia sebagai fasilitator. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peranan dan kendala Malaysia dalam konflik MILF dengan 
Pemerintah Filipina ? 
2. Apa kepentingan Malaysia sebagai pihak ketiga dalam konflik ? 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penyebab konflik Moro. 
2. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan Malaysia dalam 
penyelesaian konflik masa pemerintahan Benigno S. Aquino III. 
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Malaysia dalam penyelesaian 
konflik Moro masa pemerintahan Benigno S. Aquino III. 
Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut : 
1. Memahami kondisi sosial dalam berbagai permasalahan di Filipina. 
2. Memberikan informasi secara akademis kepada pembaca mengenai 
penyelesaian konflik di Filipina. 
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3. Sebagai evaluasi untuk menilai, mengukur dan menelaah seberapa besar 
peranan dan kendala Malaysia dalam penyelesaian konflik di Filipina. 
4. Mengetahui usaha yang dilakukan MILF dalam melakukan perjuangan 
meraih kemerdekaan serta mempertahankan  wilayah dan eksistensinya. 
E. Kerangka Konseptual 
Konflik sangat sering dengar dalam keseharian. Konflik biasanya 
terjadi antara individu dengan individu, individu dengan organisasi, 
organisasi dengan organisasi, organisasi dengan Negara, dan Negara dengan 
Negara. Konflik merupakan hal yang sudah lumrah terjadi. Pada 
pembahasan ini penulis membahas tentang konflik antara organisasi dengan 
Negara. Yang mana konflik yang terjadi antara MILF dengan Filipina 
merupakan konflik terpanjang seasia dikarenakan perpecahan antara 
organisasi dibangsa Moro. Konflik dimulai sejak masuknya penjajah 
Spanyol ke Filipina yang dilanjutkan oleh Amerika. Penyebab kedudukan 
AS di Filipina menyebabkan bangsa Moro yang mayoritas islam dan 
Filipina mayoritas Katolik terjadi bentrokan. Masyarakat Moro mulai 
membentuk suatu organisasi yang dinamakan MNLF yang didukung oleh 
masyarakat muslim. Pada saat pemberontakan MNLF ke Filipina terjadi, 
masyarakat muslim dikanca internasional mulai mengambil peran 
dikarenakan konflik tersebut termasuk merupakan konflik antara agama. 
Terpecahnya MNLF menjadi dua dan terbentuk pula organisasi MILF 
menyebabkan konflik terus berlangsung dan menewaskan ribuan orang. Dan 
menyebabkan perekonomian Filipina menurun sangat pesat. Dimulainya 
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Benigno B Aquino III menjadi presiden maka perekonomian Filipina mulai 
meningkat dan konflik yang terjadi mulai terselesaikan. Setelah kedudukan 
Aquino III konflik antara Negara Filipina dengan MILF dapat terselesaikan 
baru-baru ini pada tahun 2012. 
Ada satu pemikiran mengatakan bahwa, di dalam suatu pertikaian atau 
konflik bila tidak ada menangani maka kedua belah pihak yang mengalami 
kehancuran, begitu pula yang terjadi pada konflik Filipina dengan bangsa 
Moro. Bila Malaysia tidak menawarkan diri sebagai mediasi dan fasilitator 
maka Filipina dengan MILF tidak akan mencapai kesepakatan perdamaian, 
melainkan akan mencapai kehancuran. Dan akan menjadi konflik terpanjang 
di dunia. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mencapai perdamaian 
tetapi tidak pernah berhasil dan terus menerus terjadi pemberontakan hingga 
Malaysia menjadi jalan tengah bagi kedua belah pihak. Pada perdamaian 
tersebut terbentuklah beberapa kesepakatan yang akan menjadikan Filipina 
dengan MILF melakukan kerja sama. Dan semua masyarakat muslim yang 
ada di Filipina dinyatakan sebagai bangsa Moro. 
Berbagai macam konflik tentunya membutuhkan mekanisme resolusi 
konflik yang berbeda. Mekanisme resolusi konflik yang tepat dibutuhkan 
agar tidak terjadi eskalasi konflik dan konflik bisa dipecahkan dengan cepat. 
Terdapat beberapa konflik yang membutuhkan mediator dalam 
penyelesaiannya, bahkan ada pula yang membutuhkan sebuah tindakan 
koersif. Namun dalam konflik ini kita menggunakan mekanisme resolusi 
konflik. Kasus Filipina merupakan sebuah konflik yang sangat unik, awal 
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mulanya merupakan motif freedom fighters  dengan penerapan ideologi 
Agama sebagai sebuah negara, kini berubah menjadi motif untuk bertahan 
hidup. Berbagai penyerangan yang dilakukan oleh MILF. 
Johan Galtung menjelaskan di tahun 1960an mengenai asymmetric 
conflict dan symmetric conflict. Asymmetric Conflict  merupakan konflik 
yang terjadi antara aktor yang memiliki kekuatan tidak imbang, misalnya 
konflik antara mayoritas dan minoritas, antara sebuah pemerintahan dan 
kelompok separatis. 
Symmetric conflict merupakan konflik diantara dua aktor yang tidak 
memiliki sumber daya yang signifikan. MILF dapat dikategorikan sebagai 
asymmetric conflict. Johan Galtung kemudian menjelaskan bahwa dalam 
resolusi konfliknya, beberapa perubahan perlu dilaksanakan yakni de-
eskalasi konflik, dan upaya transformasi hubungan dan kepentingan yang 
bertabrakan antar aktor yang berkonflik. 
Realisme oleh Hans J. Morgenthau dalam konflik Moro merupakan 
konflik dimana saling mengutamakan kepentingan masing-masing. Pada 
dasarnya bahwa konflik di Moro dapat terselesaikan melalui perang. Dalam 
kasus konflik Moro, MILF secara terang-terangan mengejar kebijakan luar 
negeri secara agresif dengan melakukan pemberontakan terhadap 
pemerintahan Filipina dan memperoleh dukungan dari masyarakat muslim 
dari luar. Dalam paham realisme, MILF dalam penggunaan kekuatan militer 
sangat penting agar menjaga keseimbangan di Filipina.  
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F. Metode Penelitian  
1. Tipe Penelitian  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, 
dimana metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta 
dari usaha yang dilakukan Filipina dengan MILF untuk mecapai 
perdamaian.  
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari berbagai literature dan hasil olahan yang diperoleh dari 
berbagai sumber. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah 
telaah pustaka (Library Search) yaitu dengan cara mengumpulkan data 
dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 
dibahas, dan kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa buku-
buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs 
internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan penulis teliti. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif, dengan menganalisa kemudian disimpulkan 
sedangkan data kuantitatif digunakan sebagai data pelengkap untuk 
menjelaskan data kualitatif. 
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G. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, 
dimana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan permasalahan secara 


















PROBLEMATIKA YANG TERJADI DI FILIPINA 
A. Sejarah Terjadinya Konflik Moro 
Konflik Filipina selatan berlangsung cukup lama bahkan jauh 
sebelum masa kolonialisasi spanyol di filipina. Konflik moro terjadi 
dimulai sebelum masuknya islam di filipina selatan. Politik mindanao 
sebelum masuknya islam dikemukakan oleh Caesar Adib Majul, Thomas 
M. McKenna dan Samuel E. Tan
5
, yang mencerminkan bahwa masyarakat 
mindanao sebelum masuknya islam ditandai dengan fenomena besar yang 
terjadi, yakni kuatnya tradisi pemahaman tentang kehidupan sebagai 
interaksi antara makhluk hidup dan alam. Dimana alam menyediakan 
semua hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga terdapat sebuah 
hikayat di mindanao terutama di wilayah cotabato. Yang mana masyarakat 
cotabato meyakini bahwa moyang masyarakat cotabato dilahirkan dari 
batu. Masyarakat mindanao diketahui sebagai masyarakat animis. Dimana 
masyarakat menyakini bahwa suatu benda memiliki kekuatan yang besar 
yang bersumberkan dari alam. Masyarakat animis cenderung ramah dalam 
berinteraksi dengan alam. Sehingga pola kehidupan ekonomi untuk 
memanfaatkan sumber daya alam sangat berhati-hati dan tidak eksploitatif.  
Pola kehidupan masyarakat mindanao lebih menekankan kepada 
pemanfaatan sumber daya alam sesuai kebutuhan yang paling mendasar 
                                                             
5 Surwandono,2013. manajemen konflik separatisme,yogyakarta:pustaka pelajar,hal.28 
  
17 
saja. Tradisi perdagangan yang dilakukan dimindanao yakni perdagangan 
barter dimana hanya mempertukarkan barang dengan barang. Perdagangan 
di mindanao berkemban sejak masuknya pedagang masyarakat islam 
dengan memperkenalkan perdagangan lintas kepulauan dengan 
menggunakan kapal sebagai alat transportasi dan perdagangan  
mempergunakan uang sebagai alat tukar. Masyarakat mindanao sebelum 
masuknya islam memiliki kepemimpinan seorang datu yang biasanya 
memiliki keunggulan khusus seperti kekuatan magis, dapat mengetahui 
perilaku alam dan diyakini memiliki kemampuan mengelola tanah yang 
luas. Pemimpin atau datu cenderung tidak melakukan perluasan wilayah 
dari wilayahnya ke wilayah datu lainnya. Kepemimpinan datu tersebutpun 
turun-temurun dari anak ke anak dan menguasai suatu wilayah tertentu.  
Pada abad ke-15 islam masuk ke mindanao melalui tiga jalur utama 
yakni, sumatera, brunei, dan jalur malaka. Namun Caesar Adib Majul
6
 
dalam studinya berpendapat bahwa islam masuk di mindanao sekitar abad 
ke-12 masehi. Ketiga jalur tersebut tidak terkoordinasi satu sama lain dan 
memiliki tujuan berbeda pula. Jalur sumatera dan brunei masuk ke 
mindanao melalui mindanao kepulauan dan memengaruhi budaya politik 
islam dikesultanan sulu. Dan jalur malaka masuk melalui maguindanao 
dan cotabato. 
Kesultanan sulu mulai berdiri pada tahun 1450 yang dipimpin oleh 
Sultan Sharif ul-Hashim yang bergelar “Paduka Mahasari Maulana al-
                                                             
6Ibid, hal.30.  
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Sultan Sharif ul-Hashim”. Sultan Sharif Hashim digambarkan dalam “The 
Khutbah and Kitabs” sebagai seorang yang pandai, bijaksana, faqih, dan 
dikenal sebagai sayyidul asr (pemuka di zamannya), bahkan mendapat 
gelar sebagai “zhilalullah” (bayangan Allah dimuka bumi). Kesultanan 
sulu sangat dipengaruhi oleh karakter islam di indonesia. Rajah baguinda 
merupakan salah seorang pangerang dari minangkabau di sumatera yang 
melakukan migrasi politik ke mindanao akibat serangan majapahit ke 
sumatera. Dalam hal sejarah politik ini juga memiliki keterikatan antara 
faksi sulu dengan indonesia. Hal ini tercermin dari permintaan Nur 
Misuari dalam proses negosiasi dengan pemerintah filipina agar indonesia 
menjadi fasilitator. Wilayah kekuasaan kesultanan sulu di Mindanao 
kepulauan yakni: Sulu, Basilan, Tawi-tawi, dan Palawan  
Kesultanan Maguindanao pertama di pimpin oleh Sultan Muhammad 
Kabungsuwan atau dikenal sebagai “al-Masaikha”. Sultan Muhammad 
Kabungsuwan mulai memimpin di Maguindanao pada tahun 1515. 
Kesultanan Maguindanao memiliki kekuasaan di wilayah Maguindanao, 
Cotabato, Lanao, Davao, dan Zamboanga. Kesultanan Maguindanao 
banyak di pengaruhi oleh corak formalism Islam seperti yang 
dikembangkan beberapa negara bagian di Malaysia. Kecenderungan ini 
tidak terlepas dari ikatan sejarah bahwa Sultan Kabungsuwan merupakan 
salah seorang keluarga kerajaan di Malaka yang melakukan migrasi politik 
ke Mindanao pasca terjadi penyeragan Malaka oleh kekuatan Portugis 
yang dipimpin oleh Alfonso de Alberque di abad ke-15 M. Keterikatan 
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sejarah ini juga berimplikasi terhadap keterdekatan politik antara 
komunitas politik di Maguindanao dengan komunitas politik di Malaysia. 
Dalam setiap perundangan yang melibatkan antara faksi di Maguindanao 
dengan pemerintah Filipina, ada kecenderungan yang berperan utama 
sebagai fasilitator adalah Malaysia.         
Kekuasaan kesultanan Islam di Mindanao sangat berpengaruh besar 
terhadap peta demografi, budaya, sosial, dan tata nilai dalam masyarakat 
mindanao terutama agama, pada tahun 1918 jumlah pemduduk muslim di 
Mindanao mencapai 80% penduduk. Sedangkat masyarakat lokal 
Mindanao yang tetap dengan agama dan keyakinan lokal Mindanao 
jumlahnya tidakmencapai  10% penduduk Mindanao. 
Kolonial Spanyol pada tahun 1635 hendak meluaskan wilayah 
kekuasaannya di sikitar wilayah kesultanan Maguindanao dan Kesultanan 
Sulu. Menyebabkan identitas politik Moro dikomunitas Islam terbentuk 
sebagai bagian dari politik relasi dalam menghadapi kolonial Spanyol. 
Kolonial Spanyol menganggap bahwa setia kesultanan Islam sebagai 
cerminan masyarakat “Juramentados”7 yakni masyarakat yang 
terbelakang, barbar, kasar, dan tidak beradap. Pemerintah Spanyol di 
Filipina menyebut kesultanan Sulu dan Maguindanao sebagai Moro, 
dimana Spanyol menyebarkan pencitraan yang buruk terhadap Moro di 
Mindanao malalui pencitraan islam di Mindanao yang mana Islam 
dicitrakan sebagai agama yang menghalalkan perang, penghalalan 




beragam pembunuhan dan perilaku buruk lainnya. Dengan jatuhnya citra 
Moro di Mindanao Spanyol mengharapkan lebih mudah penguasaannya di 
kesultanan Islam Mindanao.  Sedangan pemerintah Spanyol mencitrakan 
penguasaannya di Filipina sebagai pemerintahan yang beradab, cinta 
damai, modern, dan hendak membebaskan masyarakat Mindanao dari 
segala bentuk keburukan yang di sebabkan oleh Moro. 
Kesultanan Sulu dan Maguindanao menyadari dengan membangun 
kohesivitas politik dengan landasan kesamaan agama yang menjadi 
identitas politik Moro, maka kekuatan kesultanan Islam di Mindanao akan 
semakin kuat dalam menghadapi segala militeristik dari kolonial Spanyol. 
Dimana pada abad ke-15 M Spanyol dikenal sebagai negara Super Power. 
Namun upaya Spanyol untuk menguasai Mindanao secara menyeluruh 
tidak tercapai selama kurung waktu 300 tahun. Dan hanya beberapa 
wilayah saja yang dapat di kuasai kolonial Spanyol seperti Davao del 
Norte dan Zamboanga del Norte.  
Kohesivitas politik Sulu dan Maguindanao juga dipergunakan dalam 
menghadapi penetrasi Amerika Serikat pasca perjanjian Paris antara 
Amerika Serikat dengan Spanyol. Para elite yang berbasis yang berbasis 
kesultanan dan elite yang terpelajar di Muguindanao dan Sulu 
menggunakan identitas Moro sebagai penentang kebijakan pemerintah 
Filipina untuk memarginalisasi masyarakat Moro di Mindanao. 
Penentangan tersebutpun diartikulasikan dengan manifesto bangsa Moro 
sebagai tonggak pembentukan organisasi Moro National Liberation Front 
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(MNLF) dan dipergunakan sebagai persatuan bangsa Moro dalam 
menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintan Filipina yang diskriminatif 
terhadap bangsa Moro. Adapun empat alasan utama mengapa elite muslim 




1. Islam menjadi alat pemersatu kepentingan kesultanan Sulu maupun 
Maguindanao dalam menghadapi masuknya kolonial di Mindanao. 
2. Islam dipahami oleh para elite politik dan kesultanan islam di 
Mindanao sebagai satu-satunya alasan agar masyarakat Moro benar-
benar berbeda dengan masyarakat Kristen di Filipina.  
3. Para ulama juga senantiasa mensosialisasikan kepada penduduk Moro 
di Mindanao tentang arti penting kesempurnaan Islam dalam konteks 
kehidupan didunia maupun diakhirat.  
4. Mengartikilasikan identitas Islam memiliki dampak positif bagi 
masuknya bantuan dari masyarakat Islam internasional.      
B. Gerakan Separatisme Di Filipina Selatan 
B1. Moro National Leberation Front (MNLF) 
Latar belakang munculnya MNLF adalah berawal dari harapan akan 
kebebasan dari teror, penindasan, dan kediktatoran yang  dilakukan oleh 
pemerintah Filipina. Integrasi terhadap bangsa moro merupakan salah satu 
bentuk kolonialisasi Filipina yang menimbulkan penderitaan dan 




kekejaman yang luar biasa, serta merampas tanah dan mengancam islam. 
Bentuk terancamnya islam di Mindanao ialah pengrusakan terhadap 
tempat-tempat ibadah dan kitab suci umat Islam, serta pembunuhan 
terhadap masyarakat islam baik laki-laki, perempuan dan orang tua yang 
tidak berdosa dari kalangan bangsa Moro   
Moro  National Liberation Front (MNLF)  berdiri pada tahun 1960 di 
bawah kepimimpinan oleh Prof. Nur Misuari, Seorang akademisi dari  
university of Phillipines.
9
 Organisasi ni lahir setelah masyarakat Moro di 
Mindanao melakukan demonstrasi di kantor presiden Filipina di 
Malacanang dan mengeluarkan manifesto bangsamoro. Salah satu poin 
penting dalam Manifesto bangsa Moro adalah pilihan politik untuk 
memisahkan diri dari Filipina karena pemerintah Filipina dianggap 
bertanggung jawab terhadap berbagai kekerasan politik dan ekonomi 
terhadap bangsa Moro maupun masyarakat di Mindanao.  MNLF bertujuan 
memperjuangkan aspirasi bangsa Moro untuk memperoleh kemerdekaan 
homeland dan identitas bangsa Moro (Bangsamoro nation dan Mindanao 
nation) dari Pemerintah Republik Filipina. MNLF beridiologi 
egalitarianism yang diorientasikan untuk peroleh keadilan dan kesetaraan 
posisi bagi bangsa Moro. Berdirinya MNLF disebabkan pembantaian yang 
dikenal dengan pembantaian Jabidah (jabidah genoside). Dengan 
terungkapnya pembantaian tersebut di media itulah yang mendorong 




bersatunya perjuangan bangsamoro yang merupakan simpul dari berbagai 
gerakan yang sebelumnya bersifat lokal dan sporadis.  
Karena besarnya reaksi terhadap jabidah massacre baik di filipina 
selatan sindiri maupun para mahasiswa di manila dan luar negeri kemudian 
mendorong presiden Ferdinand Marcos untuki memberlakukan keadaan 
darurat atau Martial Law pada tahun 1968. Menurut Rodil,
10
 situasi ini 
mengakibatkan kerusakan terhadap wilayah selatan oleh pemerintah pusat 
Filipina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan militer yang 
dikirim keselatan melakukan penumpasan terhadap masyarakat muslim 
secara membabi buta, baik terhadap milisi, masyarakat sipil, bahkan 
tempat-tempat pendidikan, masjid, dan tempat ibadah lainnya. Pada 
pemilu 1971 adalah puncak kekerasan karena ambisi para politisi katolik 
dan penduduk transmigran untuk menguasai sebanyak mungkin wilayah di 
bagian selatan filipina. Konflik fisik antara kelompok muslim dengan 
kelompok kristen terjadi secara massal. Pemerintah lokal dengan 
sepengetahuan pemerintah pusat mempersenjatai para  militer secara 
rahasia dengan doktrin sentimen kristen anti islam untuk menyerang 
muslim secara diam-diam. Pasukan paramiliter itu kemudian dikenal 
dengan dengan ilaga, yaitu sebuah organisasi para militer yang 
dipersenjatai dengan doktrin anti muslim. Banyak masyarakat muslim 
menjadi korban pembunuhan dalam aksi Ilaga tersebut. 
                                                             
10 Ahmad suaedy,2012.Dinamika minoritas muslim mencari jalan damai,puslitbang lektur dan 
khazanah keagamaan. Badan litbang dan kementrian agama RI, hal.54 
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Pendirian MNLF atas penolakan pemberlakuan Martial Law, oleh 
pemerintah Marcos dan penyerangan atas komunitas muslim oleh 
“Vigilante Groups of Settlers”. Dalam kepentingan ini MNLF aktif dalam 
pembunuhan dan serangan teroris sehingga menyebabkan kontak senjata 
dengan pemerintah  Filipina. Konflik massa yang terus mendidih di 
kawasan selatan akhirnya memuncak menjadi perang saudara setelah 
presiden Ferdinand Marcos menyatakan diberlakukannya keadaan darurat 
militer pada september 1972, akan tetapi MNLF sudah melakukan 
persiapan yang baik mulai tahun 1969, kader-kader dikirim keluar negeri 
untuk menjalani latihan militer dari bantuan dari kaum ningrat muslim 
yang menyimpan rasa tidak puas, rombongan pertama yang dikenal 
sebagai “Top 90” dan termasuk pula ketua MNLF Nur Misuari yang orang 
asli Tausag, menetap lebih dari satu tahun di pulau Pankor dekat pulau 
Pinang di Malaysia. Dan pada tahun 1970, menyusul “Gelombang 300” 
termasuk Al-Haj Murad. Kemudian berangkat “gelombang 67” atau 
kelompok Bombardir , yang membawa keahlian baru dalam penggunaan 
artileri ringan dari Malaysia.  
Sejak awal, gerakan separatis tersebut lebih kepada mencari 
dukungan komunitas Islam Internasional dibandingkan membangun 
lembaga-lembaga untuk menjalankan pemerintah sendiri di negerinya. 
Komite sentral MNLF sendiri  bermarkas di Libya pada tahun 1974-1975 
selain itu pasokan senjata dari libya diselundupkan melalui negara bagian 
Sabah di Malaysia Timur dengan bantuan dari ketua dewan menterinya 
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Tun Mustapha Harun. Ketika perang berada pada puncak hingga akhir 
1975. Sementara para komandan dilapangan menggalang dukungan 
berdasarkan akses terhadap pasokann tersebut. Anggota komite sentral 
melakukan upaya diplomatis dengan melakukan perjalanan ke ibukota 
negara-negara di Timur Tengan dan Asia Barat.dan membawa 
permasalahan mereka kehadapan Organisasi Konferensi Islam (OIC) yang 
memeberi status pengamat khusus kepada MNLF pada mei 1977 dimana 
Hashim masih memimpin upaya-upaya tersebut serta memperluas kontak-
kontak Internasional dalam kedudukannya selaku ketua urusan luar negeri 
MNLF.  
Pemerintah Filipina membuka perundingan perdamaian  dengan 
minoritas muslim di Mindanao yang di wakili oleh MNLF. Muammar 
Ghaddafy mempertemukan pemipin MNLF dengan pemerintah Filipina 
untuk merundingkan nasib Filipina Selatan. Dan dari hasil pertemuan 
perundingan tersebut di tanda-tangani MNLF-GRPH tentang Tripoli 
Agreement pada tahun 1976. Yang berisi penerimaan atas tawaran 
pemerintah Filipina menjadikan Filipina selatan sebagai daerah semi-
otonomi di Filipina. Dan pada tahun 1996, pemerintah president Ramos 
menyetujui MNLF untuk memerintah Mindanao dengan menetapkan 
sebagai Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM). Namun 
penandatanganan perjanjian ini, berujung pada pecahnya MNLF. Dimana 





. Bersama 57 tokoh MNLF lainnya meelepaskan diri dari MNLF 
kemudian mendirikan organisasi pecahan baru yang dikenal dengan Moro 
Islamic Libertion Front (MILF) pada tahun 1984 yang kemudian menjadi 
faksi terbesar di Filipina Selatan. 
Ketika pemerintah Ramos menandatangani perjanjian dengan MNLF 
Nur Misuari di Jakarta pada september 1996, terlihat harapan yang cukup 
besar akan tercapainya perdamaian. Tujuan perjanjian tersebut sebagai 
implementasi akhir dari kesepakatan Tripoli 1976 yang di pertentangkan, 
berlandaskan wilayah otonom di Mindanao. Muslim yang lahir dari sebuah 
perjanjian yang dibuat di jeddah tahun 1976.
12
 Dalam perjanjian yang 
disepakati di Jakarta tahun 1996, bantuan yang di janjikan sebagian besar 
tidak terwujud dan adapun yang hilang diakibatkan korupsi yang terjadi, 
selain itu dorongan untuk mencapai kesepakatan tanpa memikirkan 
implementasinya membuat mekanisme tak berdaya. Sebagian besar 
pendukung MNLF mulai beralih ke MILF, Abu Sayyaf, dan Dewan 
Komando Islam, yang sekarang menjadi gugus depan baru perjuangan 
bangsamoro. Pasukan MNLF yang berada di Sulu yang setia pada Nur 
Misuari telah melanjutkan pertempuran sejak november 2001, dan 
kangkala pun bergabung dengan ASG.            
 
                                                             
11 Choirul fuad yusuf,dkk,2013. Dinamika islam filipina,jakarta:puslitbang lektur dan khazanah 
keagamaan. Badan litbang dan kementrian agama RI, 
12 Laporan tentang latar belakang filipina selatan:terorisme dan proses perdamaian. ICG asia 
report 13 juli 2004 
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B2. Berdirinya Moro Islamic Liberation Front (MILF) 
Moro Islamic Liberation Front (MILF) terbentuk pertama kali yang 
dikenal dengan nama New MILF pada tahun 1982 dan berubah menjadi 
MILF pada tahun 1984. MILF merupakan organisasi perlawanan moro 
yang didirikan oleh Salamat Hashim, seorang akademisi lulusan Al-Azhar 
Mesir yang sebelumnya menjadi wakil Nur Misuari di MNLF.
13
 
Setelah mengalami akumulasi kekecewaan dalam pengelolaan di 
MNLF, Salamat Hashim mencoba melakukan kudeta terhadap Nur 
Misuari dengan mensponsori berdirinya New MNLF pasca perjanjian 
Tripoli Agreement 1976. Usaha ini pun tidak membuahkan hasil bahkan 
membuat posisi Salamat Hashim di MNLF semakin terpojok. Salamat 
Hashim kemudian memilih membangun organisasi perlawanan Moro, 
yakni MILF. Yang sama sekali berbeda dengan asumsi bangunan ideologi 
dan pendukungnya MNLF. MILF menyusun aspirasi berdiri negara 
mindanao merdeka sebagai bentuk penolakan terhadaap MNLF yang 
menerima opsi pembentukan pemerintah otonomi pasca Tripoli 
Agreement. Salamat Hashim juga mendesain MILF dengan ideologi Islam 
yang rigid, dan fundamentalis. Implikasi dari pilihan politik yang 
konservatif inilah MILF cenderung melakukan politik konfrontatif 
dibandingkan dengan akomodatif. Pilihan politik ini dalam batas tertentu 
menyebabkan pemerintah Filipina cenderung kurang menempatkan MILF 
sebagai representasi bangsa Moro, meskipun secara potensial dan faktual, 
                                                             
13 Surwandono,2013. manajemen konflik separatisme,yogyakarta:pustaka pelajar,hal.104 
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sangat masuk akal bahkan MILF memiliki basis dukungan yang lebih riil 
di Mindanao.    
Perjuangan MILF dimaksudkan untuk memperoleh kembali 
kemerdekaan yang telah dirampas secara immoral da illegal, dan 
memperjuangkan penentuan nasib rakyat bangsa Moro malalui perjuangan 
secara damai. MILF memiliki suatu perspektif yang cukup radikal dalam 
perjuangannya dibandingkan dengan MNLF. MILF tetap konsisten bahwa 
tujuan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa Moro ditempatkan sebagai 
kerangka dasar perjuangan baik secara diplomasi maupun militer.  
Dalam hal tersebut MILF memiliki tujuan sebagai berikut: 1) 
membuat supremasi hukum Alloh. 2) mendapatkan kebahagiaan alloh. 3) 
memperkuat hubungan antara manusia dengan tuhannya. 4) memperkuat 
hubungan antara sesama manusia. 5) memperoleh kembali kemerdekaan 
yang telah dirampas secara Illegal dan Immoral, dan memperjuangkan 
hak-hak rakyat bangsa Moro untuk merdeka dan menentukan nasibnya 
sendiri. 6) mendirikan pemerintahan dan negara yang merdeka dan 
melaksanakan syariah Islam. 
Posisi MILF sebagai organisasi yang merepresentasikan Moro mulai 
diakui kalangan pemerintah Filipina semenjak 1990, dimana jumlah 
kombatan MILF melonjak tajam hingga 15.000, memiliki pelatihan kamp 
yang sangat banyak tersebar di Miguindanao. Bahkan MILF dijadikan 
tempat pelatihan militer Mujahiddin Asia Tenggara sebelum melakukan 
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jihad di Afganistan yang selama ini berkoneksi dengan al-Qaedah. Faksi 
MILF senantiasa mengembangkan klaim, dan memiliki jumlah anggota 
kombatan dan simpatisan yang lebih banyak dibanding MNLF. Sehingga 
MILF mengklaim lebih pantas mewakili masyarakat Moro. MILF juga 
membangun diri sebagai representasi dari Mindanao dan dengan 
menggunakan argumen basis utama MILF berasal dari suku terbesar di 
Mindanao. Salamat  Hashim juga mendapat dukungan dari berbagai negara 
di Timur Tengah, melalui jaringan alumni al-Azhar dan perkenalan dengan 
tokoh-tokoh pergerakan Islam Internasional. Kemampuan membangun 
lobi Internasional kemudian menempatkan MILF sebagai pengganti 
MNLF, sebagai observer dalam Organisasi Konferensi Islam, yang 
diyakini telah mempresentasikan kepentingan Moro dan Islam. Dalam hal 
ini Corazon Aquino mengakui bahwa MILF jauh lebih representatif untuk 
mewakili Moro melakukan negosiasi dengan pemerintah Filipina dalam 
Final Peace Agreement 1996
14
.  
Pada masa pemerintahan Joseph Estrada, posisi MILF semakin 
menguat dalam politik Moro di Mindanao. Sehingga dalam proses 
kampanye pemilihan presiden, Estrada malakukan pendekatan persuasif 
untuk meminta dukungan MILF. Setelah Joseph Estrada terpilih menjadi 
presiden Filipina menggantikan Fidel Ramos, MILF mulai dilibatkan 
dalam negosiasi dan kemudian juga menjadi wakil Moro dalam negosiasi 
dengan rezim Arroyo ditahun 2003 dan 2008.  




Sementara itu kemenangan Joseph E. Estrada pada mei 1998 
menggantikan Fodel Ramos membawa Filipina kearah strategi “perang 
total (all-out war)” terhadap Mindanao Khususnya MILF. Bersamaan 
dengan kemenangannya itu, kursi anggota kongres partai Estrada juga 
bertambah besar yang tentu saja akan mendukung kebijakan yang 
dikeluarkannya. Dipicu oleh insiden pengambilalihan sebuah balai kota di 
kota Kuaswagan diselatan oleh MILF maka Estrada dengan keamanan 
ketat mengunjungi tempat itu untuk mendeklarasikan all-out war 
menghadapi MILF. Joseph Estrada memborbardir basis dan pusat komandi 
MILF Camp Abu Bakar di pedalaman kota Cotabato dan berbagai camp 
tentara the Bangsamoro Islamic Armed Forced (BIAF), yaitu pasukan 
bersenjata milik MILF. Dalam waktu yang sama Estrada telah melakukan 
intervesi terhadap ARMM dengan menyingkirkan orang-orang MNLF dari 
lembaga tersebut dengan memasukkan orang-orang non-MNLF 
kedalamnya terutama orang pusat.
15
 Intervensi Estrada itu menimbulkan 
ketegangan di ARMM maupun di Mindanao. Namun, walaupun kebijakan 
Estrada telah memakan banyak korban tetapi situasi itu tidak berlarut 
karena People Power II meruntuhkan kepresidenan karena tuduhan skandal 
korupsi. Dan kemudian naiklah wakil presiden Gloria Macapagal Arroyo 
sebagai presiden pada tahun 2001.  
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Didasari konflik oleh Estrada, Arroyo segera mendaklarasikan 
strategi sebaliknya, yaitu all-out peace atas Mindanao segera setelah ia 
menduduki kursi presiden. Arroyo segera melakukan pembicaraan dan 
menyusun kembali program untuk ARMM serta melaksanakan kembali 
Plebisit diwilayah ARMM yang lain. Pada saat yang sama jadwal pemilu 
ARMM semakin mendekat. Ketidakpuasan terhadap kinerja Nur Misuari 
menjadi alasan bagi pemerintahan Arroyo untuk mengajukan calon lain 
untuk jabatan gubernur ARMM. Penyingkiran orang-orang MNLF akibat 
Estrada membuat Arroyo untuk mengajukan niat untuk calon lain selain 
Misuari untuk gubernur ARMM. Sihingga membuat rasa frustasi 
dikalangan MNLF dan juga Misuari. Situasi itu mendorong Misuari untuk 
melakukan aksi pemberontakan yang kemudian mengantarkannya ke 
penjara hingga tahun 2009. 
Disisi lain Arroyo juga berusaha untuk mengembalikan kepercayaan 
bangsa moro dengan melakukan pembicaraan pendahuluan dengan MILF 
untuk pertama kalinya setelah kebijakan all-out war Estrada. Pembicaraan 
tersebut sekali lagi mengantarkannya kembali ke Tripoli pada 2001 yang 
menghasilkan sebuah perjanjian gencatan senjata dengan berjalannya 
peace talk GRP-MILF. Keputusan perundingan itu meliputi jaminan dan 
pengembalian keamanan, pembangunan kembali daerah-daerah pusat 
terjadinya konflik yang rusak akibat kebijakan Estrada, dan melanjutkan 
pembicaraan ancestral domain, sebuah bentuk tuntutan otonomi oleh 
MILF. Poin ancestral domain kemudian menjadi salah satu bahan pokok 
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proses pembicaraan perjanjian damai selanjutnya yang kemudian disebut 
MOA-AD (Memorandum of Agreement on Ancestral Domain). Dari 
perundingan tersebut, pemerintah Filipina secara resmi mengakui 
keberadaan MILF yang kini di perkirakan memiliki pasukan bersenjata 
BIAF sebanyak 12.000 personel yang tersebar diberbagai camp dan 
sebagian menyatu dengan masyarakat umum. Pada agustus 2008 presiden 
Arroyo mengumumkan akan segera ditanda-tanganinya kesepakatan 
negosiasi MOA-AD atau lengkapnya disebut Memorandum of Agreement 
on Ancestral Domain Aspect of the GRP-MILF Tripoli on Peace of 2001. 
Menyebarnya penentangan terhadap penandatanganan MOA-AD dan 
desakan terhadap Supreme Court (SC) untuk melarangnya terus terjadi dan 
semakin besar hingga sehari sebelum jadwal penandatanganan. Dan pada 
saat itu juga , 4 Agustus 2008, SC mengeluarkan aturan penundaan dengan 
melarang pemerintah untuk menandatangani draf MOA-AD dan 
mensyaratkan pemerintah untuk membukab isi draf MOA-AD itu kepada 
publik secara rinci sampai batas waktu 15 Agustus 2008
16
. Pemerintah 
Arroyo mengeluarkan pengumuman bahwa pemerintah tidak lagi 
berkeinginan untuk menandatangani MOA-AD dan membatasi tugas tim 
panel. Namun, bila tim panel menandatangani maka pemerintah tidak akan 
menjalankannya. MOA-AD sesungguhnya bukanlah sebuah kesepakatan 
final atau  Final Peace Agreement  yang mengcakup keseluruhan, 
malainkan itu adalah tahap yang sangat mendasardan penting mengenai 
                                                             
16 Ahmad suaedy,2012.Dinamika minoritas muslim mencari jalan damai,puslitbang lektur dan 
khazanah keagamaan. Badan litbang dan kementrian agama RI, hal.87 
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nasib bangsa Moro di Mindanao baik dalam serangkaian perjanjian damai 
GRP-MILF sebelumnya maupun dimasa depan. 
Kepemimpinan Salamat Hashim berakhir di MILF setelah 
kematiannya pada 13 juli 2003
17
. Namun, kematiannya tersebut 
dirahasiakan sampai 5 agustus 2003 ketika Al-Haj Murad Ebrahim 
diumumkan sebagai ketua yang baru. Setelah kematian Hashim disusul 
berita tentang perpecehan fraksi-fraksi di MILF yang menyebabkan 
ketidakpastian keberlanjutan perundingan perdamaian. Ternyata pengganti 
terpilih Hashim bukanlah Al-Haj Murad melainkan Alim Abdulaziz 
Mimbantas, yang juga merupakan alumnus Universitas Al-Azhar, dan 
mertuanya dari isteri pertamanya menjadi wakil ketua urusan dalam, 
Mimbantas, yang juga dikenal sebagai Abu Widad, merupakan yang 
paling terpercaya dari tiga letnan utama Hashim, dengan memegang 
kendali atas jaringan intelijen lokal MILF, Pasukan Keamanan Dalam 
Negeri, serta pasukan pengawal ketua, Internal Brigade. Akan tetapi 
Mimbantas tidak memiliki daftar kontak pribadi yang luas diantara dunia 
Muslim, dan juga tidak menguasai kedalaman pengetahuan tentang agama 
yang merupakan sumber pokok dari pamor sang ketua pendiri.  
Berbagai kecenderungan perpecahan politik tersebut cukup penting 
mengingat apa yang telah diketahui tentang kaitan MILF dengan kegiatan 
teroris. Kesaksian Saifullah "Mukhlis" Yunos yang tertangkap pada 25 
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Mei 2003 memberi indikasi bahwa unsur-unsur Divisi Lapangan 3 BIAF 
yang didominasi orang Maranao lah yang memegang kendali dalam 
melakukan pemboman Hari Rizal di Manila dengan bermitra bersama 
operator JI Fathur Rahman al-Ghozi, dan dibawah pengawasan lepas  
Hambali, yang merupakan teroris yang paling diburu di Asia Tenggara 
sampai dengan tertangkapnya di Thailand pada bulan Agustus 2003. 
Menurut Mukhlis, lima peristiwa pemboman yang terkoordinasi di ibukota 
Filipina pada 30 Desember  2000, dan menewaskan 22 orang, dijalankan 
sesuai instruksi yang diberi Komandan Divisi 3 Solaiman Pangalian 
kepada “staf khususnya” agar mewujudkan keinginan Salamat Hashim 
untuk melakukan jihad menyusul serangan Abu Bakar, dengan membawa 
perjuangan ke wilayah musuh dan meringankan tekanan terhadap kamp 
MILF. 
C. Masa Kolonialisasi Di Filipina 
Kolonialisasi Spanyol 
Pada abad IX hingga abad XVI Masehi, Filipina menjadi rute 
perdagangan maritim internasional yang membentang dari Laut Merah 
hingga Laut China Selatan dan dikuasai mayoritas oleh pedagang muslim. 
Pedagang muslim ini sering singgah di kepulauan Filipina Selatan yang 
kemudian juga turut menyebarkan agama Islam disana. Terdapat beberapa 
perkembangan yang dihasilkan dari peradaban Islam disana terutama di 
Kepulauan Mindanao, mereka telah memiliki sistem sosial dan politik 
yang lebih maju dibandingkan wilayah lain. Mereka menganut sistem 
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kesultanan dengan model kekalifahan Islam. Keberhasilan Sultan 
Muhamad al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada 1453 yang 
dilanjutkan dengan blokade perdagangan kerajaan Turki Utsmani di Laut 
Tengah terhadap pedagang-pedagang Eropa Barat sehingga Bangsa Barat 
mencari daerah produsen rempah-rempah yang menjadikan alasan 
kedatangan Spanyol ke Filipina. 
Pada  tahun 1521,
18
 Ferinand Magellan, seorang pelaut Portugis yang 
bekerja untuk Raja Karel V dari Spanyol berhasil mendarat di Pulau Cebu 
di Filipina. Atas nama Raja, sesudah upacara Missa dipasanglah sebuah 
salib sebagai tanda bahwa tanah itu dijadikan bagian dari kerajaan Spanyol 
Raya. Konflik pun terjadi antara penduduk asli dengan para pendatang 
asing ini. Dalam pertempuran Magelhaens tewas. Sisa anak buahnya 
kembali ke Spanyol untuk melaporkan semua yang terjadi.  Mereka 
menamakan kepulauan yang telah mereka temukan itu dengan nama Pulau 
St. Lazarus. Pada mulanya raja kurang memperhatikan atas kepulauan ini, 
karena sedang sibuk membendung kekuatan Protestanisme di negerinya. 
Baru pada tahun 1526 raja mulai memikirkannya, kemudian mengirimkan 
sebuah tim yang dipimpin oleh Fernando Cortez, penakluk Mexico untuk 
menyelidiki kepulauan ini. Dua orang anak buahnya meninggal. Pada 
tahun 1542 berangkatlah Laksamana Ruy Lopez dan Vilalobos dari Puerta 
Navidad (Mexico) ke Filipina. Vilalobos menganti nama kepulauan St. 
Lazarus menjadi Philipinese sebagai tanda kehormatan kepada putera 
                                                             
18Philippine History; http://www.philippine-history.org/ ;diakses 25 agustus 2015 
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mahkota Don Philips II, putera Maharaja Karel V. Setelah secara resmi 
berkuasa mengganti ayahnya, Philips II mencurahkan semua kekuatannya 
untuk menguasai kepulauan yang dinisbatkan pada namanya.  
Spanyol datang ke Filipina untuk menjajah pada tahun 1565.
19
 
Mereka berlabuh di Cebu, salah satu pulau yang berada di utara Mindanao. 
Secara umum, tujuan mereka adalah untuk menyebarkam agama (motif 
agama) dan mencari kekayaan (motif ekonomi), di bawah nama Raja 
Philip II yang kemudian menjadi asal usul nama Philippines (Filipina). 
Motif agama ini terlihat lebih kental pada penjajahan Spanyol terhadap 
Filipina. Mereka melakukan katolikisasi terhadap masyarakat Filipina.  
Akan tetapi Spanyol hanya berhasil melakukan katolikisasi di bagian 
tengah dan utara, sedangkan di selatan mereka tidak berhasil melakukan 
katolikisasi terhadap dua kesultanan Islam, yaitu kesultanan Maguindanao 
dan Sulu. Dua kesultanan di pulau Mindanao ini cukup kuat dan mengakar 
sehingga mampu memobilisasi perlawanan rakyatnya. Tercatat, kedua 
kesultanan ini terus menerus melakukan perlawanan dari semenjak 
penjajahan Spanyol hingga berakhirnya penjajahan Amerika. Yegar 
menjelaskan Muslim Sulu dan Mindanao menganggap mereka telah 
menjadi bagian dari Dar Islam dan melawan penjajahan Spanyol adalah 
jihad atau “perang suci”. Walaupun Sulu dan Mindanao mempunyai 
musuh yang sama, yaitu bangsa Spanyol dan bangsa Filipina yang 
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Noriko Izuna Ai:Sejarah dan Kebangkitan Nasionalisme di 
Filipina;http://izunaai.blogspot.co.id/2012/11/sejarah-dan-kebangkitan-nasionalisme-di.html; 
diakses 27 agustus 2015 
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terkristenkan, keduanya tidak melakukan upaya koordinasi antara 
keduanya. Sebelum Spanyol datang pada abad 16 M, dakwah Islam telah 
mencapai  Manila yang sekarang menjadi ibukota  Filipina, yang terletak 
di wilayah utara negara tersebut dengan tanpa perlawanan fisik maupun 
perang. Nama Manila sendiri diadopsi dari kata  Fi Amanillah   (dalam 
lindungan Allah), yang menurut catatan sejarah sebelum Spanyol datang 
menjajah di tahun 1565, para sultan Islam dari Brunei Darrussalam dan 
Johor sudah terlebih dahulu menempati wilayah tersebut.  
Untuk memuluskan tujuan penjajahan yang bermotif ekonomi, 
Spanyol menggunakan politik devide and rule  (pecah belah dan kuasai). 
Sedangkan untuk memuluskan motif agama, mereka melakukan  mission 
sacre  (misi suci). Telah terjadi peperangan selama 334 tahun di Filipina, 
antara Bangsamoro dan Spanyol. Spanyol yang jauh dari Eropa 
kekurangan tenaga dan sumber untuk meneruskan peperangan melawan 
Bangsamoro. Menyadari fakta ini, mereka tidak mungkin menang kecuali 
menggunakan strategi lain yaitu mengandu domba antara orang Filipina 
yang telah masuk Katolik untuk memerangi Bangsamoro. Spanyol 
menanamkan benih perpecahan antara kedua kelompok tersebut. Dengan 
trik kekerasan, persuasi atau menundukkan secara halus   dengan hadiah-
hadiah, orang-orang Spanyol dapat memperluas kedaulatannya ke seluruh 
perkampungan (barangay) Filipina yang terpencar-pencar secara luas 
Genderang perang Kristen dan Islam bernama “Perang Moro” mulai 
digelar. Politik perang sebangsa pun digulirkan. Para penjajah Spanyol 
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membuat peta pertempuran antara indo-Kristen (para pribumi Filipina 
yang telah terKristenkan) dengan orang-orang Moro (sebutan orang -orang 
Spanyol untuk menamakan pribumi Filipina yang beragama Islam karena 
mereka mempunyai  kepercayaan yang sama dengan orang-orang Moor 
Spanyol). 
Kendati demikian, Spanyol tidak pernah berhasil menundukkan 
Bangsamoro yang dikomandoi oleh dua kesultanan yang selalu memimpin 
perlawanan dengan sengit. Sepanjang sejarah kolonialisme Spanyol di 
Filipina, tercatat paling tidak terdapat enam kali periode peperangan antara 
bangsa Moro dengan Spanyol
20
.  
Perang Moro I, diawali dengan kedatangan bangsa Spanyol pada 
tahun 1565 yang dipimpin oleh Don Miguel Lopes de Lagaspi dan 
berakhir ketika mereka berhasil menjajah Brunei Darussalam di Borneo 
pada tahun 1578. Dua tahun kemudian peperangan berlanjut kembali, 
pasukan Lagaspi berhasil mengalahkan Raja Sulaiman, kepala 
pemerintahan di Manila dan menyerahnya Raja Lakadula yang 
memerintah di Tondu. Sejak saat itu secara resmi Filipina dijajah Spanyol. 
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Perang Moro II tahap ini berlangsung antara tahun 1587-1599. 
Perang Moro III dimulai dengan penyerangan kaum Muslim ke Kepulauan 
yang telah dikuasai Spanyol. Berakhir pada tahun 1635, ketika Spanyol 
atas bantuan orang-orang Jesuit berhasil membuat benteng kuat di 
Zamboanga.  
Perang Moro IV dititikberatkan pada keberhasilan Sultan Nasrudin 
dalam mempersatukan kaum muslim yang tersebar di berbagai pulau di 
bawah kepemimpinannya dalam sebuah perjanjian persekutuan pada  
tahun 1645. Beberapa daerah yang bergabung antara lain: Lanao, 
Zamboanga, Davao, Cotabato, Cagayan de Auro dan Bukitnon. Pada tahun 
1656, Sultan Nasrudin mengumandangkan seruan jihad kepada seluruh 
kaum muslim untuk memerangi Spanyol. Pada tahun 1663 Spanyol 
berhasil diusir dari wilayah Zamboanga dan berjanji tidak akan melakukan 
intervesi terhadap sultan-sultan di wilayah selatan.  
Sedangkan Perang Moro V berkecamuk sejak tahun 1718, ketika 
pasukan Spanyol ingin mencoba lagi menaklukan Zamboanga dan berakhir 
ketika Spanyol berhasil menaklukan ibukota Kesultanan Sulu, Jolo.  
Perang Moro VI pecah pada tahun 1851 ketika Spanyol menduduki 
ibukota Sulu, Jolo dan berakhir dengan perjanjian yang dipaksakan pada 
tahun 1876.Tahap akhir Perang Moro ini tidak berarti perlawanan kaum 
Muslim padam, diberbagai tempat berkecamuk perlawanan terhadap 
Spanyol pada tahun 1898, ketika pasukan Amerika Serikat berhasil 
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mengusir Spanyol dari Filipina. Filipina pun memasuki era baru di bawah 
penjajahan Amerika Serikat. Dibawah penjajahan Amerika Serikat 
kekuatan Islam nyaris lumpuh sama sekali, kecanggihan persenjataan dan 
altileri tentara Amerika Serikat telah berhasil meruntuhkan sebagian milisi 
Islam. 
Setelah Spanyol kalah perang dari Amerika Serikat pada tahun 1898 
M, mereka memasukkan dua Kesultanan Islam atau wilayah Mindanao ke 
dalam wilayah yang diserah terimakan kepada AS dalam suatu perjanjian 
yang dikenal dengan Paris Treaty.
21
 Pada tahun 1896, pemberontakan 
kaum Kristen yang dikepalai Emilio Aguinaldi di pulau sebelah utara 
Luzon memastikan bahwa Spanyol sudah tidak mendominasi dan 
menaklukkan Mindanao. Spanyol lebih konsentrasi menumpas 
pemberontakan itu sehingga Mindanao menjadi sumber ekonomi untuk 
misi perlawanan. Aguinaldo mencoba untuk memperoleh dukungan dari 
Muslim dengan mengakui kaum Muslim sebagai bagian intergral orang 
Filipina.  
Akan tetapi kaum Muslim tidak menggubris permintaan Aguinaldo 
karena mengaggap Spanyol dan orang Kristen adalah musuh mereka. 
Kebencian terhadap orang Filipina Kristen inilah yang terbawa ketika 
Amerika datang ke Mindanao setelah koloni Spanyol dikalahkan oleh 
Amerika pada tahun 1898. Selain dengan  politik devide and rule  (pecah 
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belah dan kuasai),  mission sacre  (misi suci), trik kekerasan dan persuasi,  
penjajahan Spanyol di Filipina dilakukan dengan kegiatan misi dan kerja-
kerja sosial. Di wilayah utara para padri sangat giat untuk mewujudkan 
pusat-pusat katolik. Disekeliling geraja dan biara, didirikan bangunan-
bangunan sekolah, badan-badan amal dan sebagainya. Mereka juga giat 
melakukan kerja sosial seperti membuat jembatan, jalan raya dan saluran-
saluran air.  
Maka dalam waktu singkat bermunculan desa-desa katolik. Selain 
membawa pengaruh Barat, para paderi menggunakan adat istiadat 
setempat untuk tujuan tertentu. Misalnya, mereka menerjemahkan kitab 
suci Injil ke dalam bahasa Tagalok untuk memudahkan cara 
penggunaannya bagi penduduk asli Filipina. Para paderi  juga diberi hak 
untuk menguasai tanah-tanah yang luas. Lambat laun, kekuatan ekonomi 
dan perdagangan dunia serta harga-harga tanah menjadi mahal, 
membanjirlah dari Eropa para paderi Katolik yang lebih mengutamakan 
urusan duniawi daripada tugas keagamaannya. Mereka lama kelamaan 
menjadi tuan tanah yang serakah yang mampu mengintimidasikan 
penduduk karena kekayaan mereka. Mereka menggencet dan memeras 
para petani Filipina. Tanah-tanah rakyat mereka ambil begitu saja. Pada 
zaman ini struktur kekuasaan secara  politis masih dipegang oleh 
pemerintah Spanyol. Namun, kekuatan sosial ada di tangan kaum paderi. 
Kepincangan sosial melahirkan kemiskinan di kalangan rakyat dan 
oleh Joze Rizal diabadikan dalam bukunya Noli Me Tangere (Jangan 
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Sentuh Aku) yang berkisah tentang kebusukan dan kesewenang-wenangan 
pemerintahan Spanyol serta penindasan para pemimpin Gerja Katolik. 
Tanah-tanah milik rakyat dikuasai seenaknya oleh kaum paderi, tetapi 
pemerintah Spanyol mencegahnya. Karena bangsa Filipina dianggap tidak 
lebih dari  hewan yang mereka sebut Indio. Para Indio hanya berharga di 
mata orang Spanyol karena mereka mempunyai tenaga untuk diperas dan 
tanah-tanah untuk dikuasai. Untuk melangengkan kekuasaaannya, kaum 
paderi katolik berusaha menguasai pemerintahan melalui pejabat-pejabat 
yang banyak melakukan kesalahan. Dengan senjata pengampunan dosa 
para paderi berhasil memaksa mereka untuk berpangku tangan pada setiap 
kegiatan gereja yang merugikan penduduk pribumi. Bila pejabat itu 
membangkan, mereka dapat dipermalukan dalam setiap khotbah di gereja -
gereja dan tidak diberi pengampunan dosa.  
Kekayaan semakin bertumpuk di tangan para pemimpin gereja. 
Dengan kekayaan itu mereka berhasil mempertahankan kedudukannya 
sebagai penguasa disamping pemerintah Gubernur Jenderal yang 
memerintah dari istana Malacanang, yang tidak patuh pada keinginan 
gereja, dengan mudah dicopot karena pengaruh Gereja sudah sampai di 
Madrid. Kedaaan ini terus menerus berlangsung berabad-abad selama 





Kolonialisasi Amerika Serikat 
Filipina jatuh ke Amerika pada tanggal 10 Desember 1898
22
 setelah 
perjanjian Paris. Amerika tidak bermaksud untuk memerdekakan Filipina, 
ini terbukti saat Aguinaldo menuntut tidak dihiraukan dan tidak 
dikabulkan. Pemberontakan Emilio sampai tahun 1901 untuk merebut 
kemerdekaan. Pemberotakan Emilio gagal dan Amerika menyatakan 
bahwa Menguasai Filipina bukan untuk kesenangan Amerika tapi untuk 
kepentingan Filipina. 
Sejak tahun 1901 pemerintahan Amerika Serikat mengadakan politik 
pembaharuan dalam sistem pemerintahan di Filipina. Tahun itu pula 
dibentuk Komisi Filipina yang dikepalai oleh Gubernur Sipil, yang 
menjalankan pemerintahan Sipil di Filipina pada tahun 1907. 
Kebijaksanaan oleh Dewan Majelis Filipina pada tahun 1907. 
Kebijaksanaan ini didasari oleh janji presiden Amerika Mc. Kinley antara 
lain : 
1. Bahwa pemerintah di Filipina dibentuk dengan maksud untuk 
kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian bangsa Filipina itu sendiri. 
Jadi disini pemerintah Amerika tidak bertindak sewenag-wenang. 
2. Pemerintah Filipina berdasarkan pada peraturan dan undang-
undang yang berlaku, serta adat istiadat yang ada yang akan 





dipatuhi dan didasarkan oleh Amerika dalam menjalankan 
pemerintahannya. 
3. Pemerintah akan menjunjung tinggi hak asasi manusia 
4. Pemerintah akan sungguh-sungguh masalah pemilikan tanah. 
5. Pemerintah menghormati kebebasan beragama. 
6. Peningkatan dan pemerataan pendidikan dan penggunaan bahasa 
inggris di masyarakat akan diperhatikan pemerintah. 
Tahun 1919
23
 Filipina delegasi filipina dibawah Manuel Quezon  
menuntut kemerdekaan penuh. Tuntutan ini dijawab Amerika dengan 
didirikannya Word Forbes Comission. Pada tahun misi ini, menyatakan 
laporannya bahwa Filipina belum saatnya untuk merdeka maka hal ini 
harus ditangguhkan, namun Amerika membimbing Filipina untuk menuju 
arah kemerekaan. 
Secara umum,  masa kekuasaan Amerika di Filipina yang 
berlangsung dari tahun 1898 sampai tahun 1946 terbagi atas 3 periode 
seperti di bawah ini: Periode Tahun 1898-1942: Amerika melakukan 
pembinaan terhadap sistem kekuasaan yang akan diterapkan di Filipina 
melalui perjanjian damai dengan para tokoh nasionalis pada tahun 1907. 
Isinya, antara lain menjamin kemerdekaan Philipina untuk 50 tahun yang 
akan datang.  Periode Tahun 1942-1945: Amerika mengalami kekalahan di 
Pasifik yang mengakibatkan Filipina dikuasai oleh Jepang. Pada tanggal 2 
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Januari 1942 Manila, ibu kota Filipina, jatuh ke tangan Jepang. Jendral 
Deuglas Mac Arthur meninggalkan Filipina untuk menyusun pasukan 
sekutu di Australia. Pada tanggal 6 Mei 1942 seluruh Filipina jatuh ke 
tangan Jepang. Kekalahan Jepang untuk pertama kalinya adalah dalam 
pertempuran di laut Karang, yang merupakan titik balik bagi kemenangan 
Jepang. Sejak itu Jepang menggunakan bangsa Filipina sebagai teman di 
bawah Presiden Laurel untuk menghadapi sekutu. Tetapi dengan 
mendaratnya Sekutu di Filipina, dan kemudian kalahnya Jepang terhadap 
Sekutu maka Republik Filipina membuat Jepang lenyap kembali (22 
Oktober 1945).  Setelah Perang Dunia II selesai, Amerika Serikat menepati 
janjinya untuk memberi kemerdekaan kepadaan Filipina. Pesawat terbang 
Jepang berhasil menenggelamkan kapal perang Price of wales   dan  
Repulse di Laut Natuna tahun 1942, menyebabkan tentara Sekutu merosot. 
Tak lama kemudian Amerika Serikat membuat pesawat terbang B29 untuk 
menggempur Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan  
Nagasaki. Maka berakhirlah Perang Dunia II, lebih cepat dari yang 
diperkirakan. Periode tahun 1945-1946: Jepang mengalami kekalahan dari 
sekutu, berarti kekuasaan Amerika masuk kembali di Filipina. 
Pada  4 Juli 1946 Filipina diberi kemerdekaan oleh Amerika yang 
mana hari itu sama dengan hari kemerdekaan Amerika. Presiden Filipina 




D. Dinamika Negosiasi Dalam Penyelesaian Konflik 
D1. Tripoli Agreement 1976 
Tercapainya kesepakatan untuk bernegosiasi di Tripoli yang 
kemudian dikenal dengan Tripoli Agreement 1976, antara pemerintah 
Filipina dengan MNLF, dipengaruhi oleh factor-faktor berikut: 1) 
Mutually Hurting Stalemate. Konflik yang berkepanjangan antara 
Moro dengan pemerintah Filipina maupun dengan etnis Kristen sudah 
mencapai titik-titik klimaks. Bangsamoro yang memobilisasi kekuatan 
bersenjata dalam merespon perilaku kekerasan dari etnis Ilaga dan 
tentara Flipina akan menyebabkan peluang timbulnya konfrontasi 
bersenjata secara terbuka dan massif akan besar. Dalam pandangan 
Zartman, posisi inilah yang disebut dengan mutual hurting stalemate. 
Sebuah kondisi di mana masing-masing pihak yang berkonflik akan 
saling mengalami destruksi jika terus melakukan konflik secara 
konfontatif. 2) dengan semakin besarnya probabilitas timbulnya 
konflik secara massif, terutama semakin menguatnya issue konflik 
Mindanao dan Mindanao di level internasional yang terkonstruksi 
sebagai cerminan konflik primordial maka ruang bagi timbulnya 
Imminent Mutual Catastrophes akan semakin besar. Kedua belah 
pihak, jika terus memilih melakukan konflik maka akan menyebabkan 
kedua-duanya mengalami kerugian yang sangat signifikan. Posisi ini 
semakin menguat dimana pemerintah Filipina juga semakin 
mengalami kontraksi jika terus melakukan kebijakan represif kepada 
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Mindanao muslim, terkait dengan suplai minyak dari Negara Muslim 
di Timur Tengah yang memberikan solidaritas bagi muslim 
Mindanao. Sebagaimana diketahui bahwa dalam dekade 1970, negara-
negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan politik minyak 
guna menekan negara-negara yang tidak ramah terhadap komunitas 
muslim di seluruh dunia, terutama terhadap kebijakan pro-Israeal dari 
negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris dan 
kebijakan represif Filipina terhadap Mindanao.  
MNLF juga mendapatkan tekanan serius jika terus memilih opsi 
berkonfrontasi. Tekanan sangat serius datang dari OKI, Libya dan 
Malaysia, tiga aktor ini adalah sandaran paling kuat dari MNLF dalam 
internasionalisasi konflik Mindanao. Ketiganya meminta Misuari 
untuk mulai mengambil pilihan damai dan diplomatik dalam 
menyelesaikan konflik Mindanao. Jika Misuari memilih meneruskan 
konflik maka probabilitas dukungan kekuatan internasional terhadap 
perjuangan MNLF akan bisa berkurang atau bahkan hilang atau 
dilimpahkan kepada organisasi lain semisal BMLO.  
Malaysia dan Libia memiliki kepentingan yang sangat spefisik 
kepada pemerintah Filipina, bagi Malaysia semakin berlangsungnya 
konflik di Mindanao akan menyebabkan destabilitas di sekitar 
perbatasan yang tidak menutup kemungkinan akan melebar ke 
Malaysia secara luas. Sedangkan bagi Libya, Filipina merupakan salah 
satu kartu truff untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah 
  
48 
Amerika Serikat terkait dengan kasus Lockerby. Keterdekatan historis 
Filipina dengan Amerika Serikat menyebabkan Muammar Khadafi 
memperlakukan pemerintah Filipina secara proporsional. 3) intervensi 
dari mediator konflik menyebabkan perubahan cukup signifikan 
dalam konteks spektum politik internal. Kelompok-kelompok yang 
selama ini memproklamasikan seruan untuk berperang mulai 
mengubah opsi politik kekerasan dengan opsi politik perdamaian. 
Kelompok hard-liner, yang selama konflik Mindanao mendapatkan 
banyak keuntungan mulai terdesak oleh kekuatan opini internasional 
yang menyerukan prinsip-prinsip politik soft-liners, sebuah pilihan 
politik yang mengedepankan perdamaian. Berbagai pertemuan pre-
negosiasi telah dilakukan oleh mediator, dalam hal ini OKI terhadap 
pemerintah Filipina dan MNLF. Melunaknya kekuatan hawkish di 
Filipina tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Imelda Marcos, yang 
memiliki peran signifikan untuk bernegosiasi dengan OKI dan 
Negara-negara muslim di Timur Tengah, khususnya Libia. Dalam 
pandangan Imelda, terutama pasca pertemuan dengan Muammar 
Khadafi di Tripoli, pilihan hard-liners untuk berkonflik dengan 
muslim Mindanao semakin mempersulit pemerintah Filipina dalam 
mengerem kemajuan Internasionalisasi konflik Mindanao. Desakan 
Imelda Marcos terhadap hawkish membuat pilihan Ferdinand Marcos 
akhirnya semakin mendekati ke arah pilihan untuk bernegosiasi dalam 
menyelesaikan masalah Mindanao. 
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Di sisi yang lain, desakan mediator yang kemudian memberikan 
opsi yang kuat kepada MNLF sebagai satu-satunya representasi 
masyarakat Muslim Mindanao dalam konteks negosiasi internasional 
di tengah banyaknya kelompok perlawanan Mindanao, membuat 
pilihan MNLF menjadi sempit. Jika MNLF terus melakukan konflik 
dengan pemerintah Filipina, maka dukungan internasional terhadap 
MNLF ada kecenderungan akan berpindah kepada aktor yang lain. 
Kelompok hard-liners di MNLF yang selama ini terus mendesak 
pilihan melakukan konfrontasi akhirnya tereduksi oleh kelompok-
kelompok soft-liners di MNLF. 
D2. Jeddah Accord 1987 
Perjanjian Jeddah Accord dimulai dengan kejatuhan rezim 
Marcos tahun 1985. Saat itu Presiden Corazon Aquino yang 
mengantikan rezim Marcos melakukkan genjatan senjata dengan 
MNLF. Pada Januari 1987, MNLF dan pemerintah menandatangani 
perundingan Jeddah Accord di Jeddah Arab Saudi. 
terdapat klausul khusus yang sengaja diselipkan ke dalam 
aturan-aturan baku, yakni dimasukkannya sebuah klausul yang 
memberikan Pemerintah Filipina segala kewenangan konstitusional 
berkaitan dengan implementasi perjanjian Tripoli Agreement 1976. 
The Government of the Philippines shall take all necessary 
constitutional processes for the implementation of the entire 
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Agreement. Klausul ini pada akhirnya berimplikasi luas sebagai 
berikut:  
1. Pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memaksa model 
implementasi dalam versi pemerintah nasional, dengan dalih 
bahwa implementasi kesepakatan damai harus tidak bertentangan 
dengan UUD Filipina. 
2. pemerintah Filipina memiliki hak untuk menyelenggarakan 
plebisit bagi penduduk di daerah-daerah otonom untuk 
mengkonfirmasi ulang terhadap pilihan politiknya dalam 
kelembagaan pemerintah otonomi Mindanao. 
proses negosiasi dalam Jeddah Accord akhirnya dapat 
berlangsung pada tanggal 1 Agustus 1989, di mana kedua belah pihak 
bersepakat untuk melanjutkan diskusi mengenai pemberian otonomi 
penuh kepada Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi dan Palawan yang 
menjadi subyek dari proses demokrasi. Namun, Dalam Jeddah 
Concord 1987, regim Aquino meningkatkan tawaran dari hanya 
sekedar otonomi ke dalam bentuk otonomi diperluas. Tetapi Nur 
Misuari menolak dan menginginkan otonomi khusus, baik dalam hal 
identitas politik, ekonomi, sosial, militer, budaya dan penerapan 
hukum Shariah Islam. Dalam Jeddah Concord, Nur Misuari 
mengajukan beberapa proposal besar tentang Otonomi yang diperluas 
untuk Bangsamoro di Mindanao, yakni: 
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1. Pemberian otonomi penuh kepada Bangsamoro yang meliputi 
Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi dan Palawan. 
2. Bangsamoro Autonomous Region tersebut terdiri dari Mindanao, 
Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan dan seluruh pulau serta 
perairan yang mengelilinginya; bumi, air dan udara, termasuk laut 
wilayah serta perairan yang menghubungkan antar pulau di 
daerah otonomi. 
3. Regional Security Force harus dibentuk sebagai penjaga 
perdamaian dan ketertiban dengan personel berjumlah 60.000 
orang dimana 85% dari jumlah tersebut harus direkrut dari 
Bangsamoro Armed Force. Panglima tertinggi Regional Security 
Force sekaligus menjadi pimpinan tertinggi eksekutif. 
4. Powers of Taxation, Eminent Domain and Police Power – 
pemerintah daerah otonom berwenang untuk mengatur pajak, hak 
pemerintah dan kekuasaan kepolisian serta mendapatkan bagian 
sebesar 85% dari pajak nasional atas lahan-lahan di daerah 
otonom dan transaksi bisnis yang dilakukan di daerah tersebut. 
5. Provisional Government – segera setelah penandatanganan 
kesepakatan damai, pemerintahan sementara dibentuk dan 
berkuasa hingga terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu. 
6. Proclamation by the President – segera setelah penandatanganan 
kesepakatan damai dan sebelum konggres bersidang pada Juli 
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1987, pemerintah telah mengumumkan otonomi penuh untuk 
Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi dan Palawan. 
7. Effectivity – kesepakatan damai harus telah dan mulai berlaku 
sejak ditandatangani. Kesepakatan tersebut harus ditandatangani 
di Jeddah, Arab Saudi dalam tiga salinan berbahasa Arab, Inggris, 
dan Perancis, yang ketiganya memiliki kekuatan hukum yang 
sama. 
 
Namun Aquino menolak keinginan politik Bangsamoro yang 
terartikulasikan dalam kepentingan politik MNLF. dan akhirnya 
Aquinno memilih kebijakan unilateral dengan melakukan politik 
plebisit dan pembentukan pemerintahan otonomi untuk Muslim 
Mindanao (Autonomous Region Muslim Mindanao), sebagai 
interpretasi politik pelembagaan politik otonomi yang diperluas yang 
tercermin dalam respon berikut. 
1. Penentuan daerah otonom harus dilakukan melalui sebuah 
plebisit, dan pembentukannya sendiri harus sesuai dengan Pasal 
10 1987 Constitution (on the territory of autonomy) 
2. Merupakan sebuah tindakan inkonstitusional, menggunakan 
kekuasaan legislatif yang diamanatkan kepada Presiden Aquino 
untuk membentuk pemerintahan sementara di daerah otonom (on 
the provisional government) 
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3. Permintaan MNLF mengenai pengalihan kekuasaan bermakna 
sama dengan tuntutan untuk merdeka (on the transfer of powers) 
4. Demokratisasi berkenaan dengan pembentukan daerah otonomi 
telah dimandatkan dalam Pasal 10 1987 Constitution (on the 
democratic process) 
5. Perundingan damai dengan MNLF merupakan urusan internal 
atau dalam negeri yang tunduk pada UUD dan kedaulatan negara 
Filipina (on the mediation by OIC). 
Keberanian Aquino untuk tidak terlalu merespon dan cenderung 
menggabaikan tuntutan politik MNLF, juga disebabkan oleh kalkulasi 
politik Aquino dalam membaca faksionalisasi politik di dalam gerakan 
perlawanan Bangsamoro. MNLF mulai dibaca oleh Aquino sebagai 
faksi perlawanan Bangsamoro yang mulai ditinggalkan oleh OKI, 
maupun pengikut-pengikutnya sendiri. Hal ini ditandai dengan banyak 
combatant MNLF yang tidak puas dengan kepemimpinan Misuari 
yang kemudian memilih bergabung dengan MILF.  
D3. Final Peace Agreement 1996 
Final Peace Agreement merupakan perjanjian lanjutan 
sebelumnya. Perjanjian Final Peace Agreement 1996 ditandatangani 
antara pemerintahan Fidel Ramos dan Pemimpin MNLF Nur Misuari. 
Tidak seperti Aquino yang pernah menolak peran OIC dalam 
penyelesaian konflik Moro. Ramos menyambut baik peran OIC 
sebagai mediator antara keduanya. Hal ini dadasarkan pertimbangan 
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Ramos bahwa OIC menolak pemisahan Moro dari Philipina, dan 
mendorong MNLF agar menerima otonomi. 
Menurut John Gershman (dalam Moeflich Hasbullah, 2003 : 239-
240), Perjanjian Damai tahun 1996 menawarkan dua tahapan 
implementasi. Tahap pertama, periode transisi pada tiga tahun 
pertama, dan diikuti oleh Pemerintahan Otonomi Regional Baru yang 
akan dilaksanakan mulai dari September 1999. Rencana akhir otonomi 
wilayah plebisit yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2001. Selain 
itu juga pemilu untuk memilih gubernur, wakil gubernur dan 
perwakilan regional ARMM. 
Diakhir masa jabatan Corazon Aquino pada tahun1992, belum 
berhasil menyelesaikan konflik di Mindanao. Namun Fidel Ramos 
tetap mengupayakan agar negosiasi penyelesaian konflik tetap 
berjalan. Disaat itu Fidel Ramos menjabat sebagi wakil ketua presiden 
pada regim Aquino.  Fidel Ramos membangun negosiasi dengan 
membentuk  National Unification Commission (NUC) yang dikepalai 
oleh Haydee Yorac, seorang professor dari  University of the 
Philippines, untuk menawarkan politik rekonsiliasi kembali untuk 
menghadapi ekskalasi konflik di Mindanao.Final Peace Agreement 
1996, merupakan kelanjutan dari Tripoli Agreement 1976, dengan 
semangat untuk implementasi secara penuh Tripoli Agreement 
1976,dengan mengurangi politik manipulasi satu sama lain. Atau 
dalam bahasa yang lebih sederhana, Final Peace Agreement 
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1996 adalah penjelasan detil tentang bagaimana mengatur proses 
transformasi politik di Mindanao. Dengan pembahasan yang padat dan 
lengkap,  naskah FPA diharapkan tidak menimbulkan proses 
interpretasi yang berbeda antara MNLF dengan pemerintah 
Filipina seperti halnya Tripoli Agreement 1976
24
 
Final Peace Agreement 1996 (FPA) menciptakan pelembagaan 
politik yang kuat, dan diharapkan beragam persoalan masalah di 
Mindanao dapat diperbincangkan secara damai dan mengurangi 
penggunaan senjata dalam menyelesaikan suatu masalah. Proses 
implementasi penuh terhadap point-point Tripoli Agreement 
1976, melalui Final Peace Agreement 1996 dilakukan dalam 2 tahap 
yakni:  
1. Tiga tahun di awal merupakan periode transisi dengan diawali 
pembentukan executive order, the Special Zone of Peace and 
Development (SZOPAD), the Southern Philippines Council for 
Peace and Developemnt (SPCPD) dan the Consultative Assembly. 
Dalam periode ini, akan diatur proses 
reintegrasicombatant MNLF ke dalam tubuh the Armed Forces of 
the Philippines (AFP) dan the Philippine National Police (PNP). 
2. Merupakan periode transisional lanjutan. Dalam periode ini akan 
dilakukan proses amandemen konstitusi sebelumnya 
                                                             
24Surwandono: Range Negosiasi Dalam Final Peace Agreement; 
http://surwandono.staff.umy.ac.id/2010/07/23/range-negosiasi-dalam-final-peace-agreement-
1996/ di akses 29 agustus 2015 
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yaitu Republic Act 6734 yang kemudian dikenal sebagai the 
Organic Act of the Autonomous Region of Muslim 
Mindanao (ARMM).Dalam periode ini, juga akan dilaksanakan 
pemungutan suara (plebisit) di setiap provinsi apakah bergabung 
dengan ARMM atau tidak. 
Dalam penyelesaian konflik. Final Peace Agreement, terlibat 
beberapa aktor yang cenderung bergantung pada pola tindakan dan  
keinginan struktur. Dalam konteks tertentu, struktur lebih dominan 
dalam pendefinisian dan distribusi, artikulasi kepentingan sebagai 
mana dalam logika dasar hubungan patron-klien. Pada konteks 
tertentu aktor lebih dominan dibandingkan dengan sturktur.dalam 
kajian Alexander Wendt,konteks relasi struktur dan aktor dalam 
hubungan internasional terdapat kecenderungan bahwa hubungan 
struktur dan aktor jauh lebih menunjukkan disharmoni, dan aktor 
cenderung lebih lebih menentukian dibanding dengan struktur.
25
 
Terdapat beberapa aktor yang secara sistematis terlibat dalam proses 
negosiasi semenjak Tripoli Agreement 1976, Jeddah Concord 1986, 
dan Final Peace Agreement 1996 yakni Libia, Indonesia, Malaysia, 
dan OKI sebagai Fasilitator utama, Amerika Serikat, Arab Saudi, 
Kanada, Jepang,dan PBB sebagai fasilitator tambahan.   
pemerintah Filipina mengadakan pemilihan umum untuk menjadi 
Gubernur wilayah otonomi Mindanao. Dalam pemilihan ini, Nur 
                                                             
25 Surwandono,2013.manajemen konflik separatisme.pustakapelajar,hal.157 
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Misuari terpilih sebagai Gubernur Mindanao dengan jumlah perolehan 
suara yaitu 90% dari jumlah pemilih yang ada. setelah itu, Ramos 
mengumumkan untuk membentuk badan eksekutif perdamaian di 
Mindanao yang kemudian disebut The Southern Philippine Council 
for Peace and Development (SPCPD), yang akhirnya juga di ketuai 
oleh Nur Misuari. 
Dalam Final Peace Agreement, range negosiasi telah berubah 
jauh. Pemerintah Fidel Ramos sebelumnya hanya bergerakan untuk 
mempertahankan status ARMM sebagai bentuk otonomi yang 
diperluas bagi Moro.  Di fihak MNLF, aspirasi yang ditawarkan 
adalah upaya peningkatan status otonomi yang mendekati 
pembentukan Negara federal. Issue Negara Federal sesungguhnya 
bukan hal yang baru dalam politik di Filipina. Bukan hanya MNLF 
saja pernah mengusulkan pengubahan Negara Filipina dari Negara 
kesatuan ke Negara Federal namun pernah pula dikaji oleh UNDP dan 
USAID.Dalam pembentukan negara federasi Moro berhubung dengan 
keinginan Fidel Ramos untuk melakukan Charter of Change yang 
diajukan ke pada Mahkamam Agung,
26
 untuk memperpanjang masa 
jabatannya yang akan berakhir pada 1997 dalam perubahan bentuk 
pemerintahan di presidential ke parlementer. Dan jika Charter of 
Change berhasil maka Fidel Ramos menjanjikan otonomi khusus ke 
Moro.  




E. Peran Serta Keterlibatan Aktor-aktor Dalam Penyelesaian Konflik 
1. The Organization of Islamic Conference (OIC) 
Dukungan dari OIC dalam proses perdamaian dengan Moro 
cukup krusial terhadap keberhasilan proses tersebut karena adanya 
hubungan dengan penyebab konflik juga identifikasi dengan komunitas 
ummah. OIC juga memiliki rasa legitimasi terhadap Moro karena 
sebagai bentuk negara Muslim. Namun sekarang ini OIC memiliki 
partisipasi langsung dalam penerapan perdamaian sebuah konflik 
karena akhirnya MNLF dan MILF mengindahkan seruan solidaritas. 
Sebelumnya OIC tidak bisa ikut langsung dalam proses perdamaian 
karena adanya pengakuan politik MNLF oleh OIC. Namun tentunya 
OIC mendukung penuh upaya perdamaian yang dilakukan sebagai 
sebuah resolusi konflik dan apapun hasilnya nanti. 
2. Indonesia 
Penyebab keterlibatan indonesia ditandai dengan beberapa hal 
seperti Pemulihan citra politik Indonesia di tingkat regional dan 
Internasional. Indonesia memiliki kepentingan dalam konteks historis-
etnis. Mengurangi beban indonesia dalam mengelola masalah 
pengungsian dan keamanan didaerah perbatasan. Indonesia mampu 
menjalankan fungsi mediasi dan fasilitasi, dan melakukan terobosan 
perundingan yang selama ini mulai macet. Dan sebagai penyeimbang 
dari kepentingan dan artikulasi politik libya.  
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Pertempuran yang kembali meletus antara pasukan Moro National 
Liberation Front (MNLF) pimpinan Nur Misuari dan militer Filipina di 
Provinsi Zamboanga memaksa pemerintahan Presiden Benigno Aquino 
III meminta bantuan pemerintah Indonesia. Bantuan itu yakni untuk 
kembali memprakarsai pembicaraan damai tripartit antara pemerintah 
Filipina, MNLF, dan RI selaku mediator dan fasilitator. Permintaan itu 
dikemukakan Teresita Ging Deles, penasihat presiden urusan proses 
perdamaian, diManila 2013. Permintaan tersebut tentu tidak berlebihan. 
Pasalnya, pertempuran terkini yang mulai pecah pada 10 September itu 
sudah menelan banyak korban tewas. Banyaknya nyawa yang terenggut 
hanya dalam tempo sepekan menandakan betapa sengit perang antara 
gerilyawan MNLF dan militer Filipina. 
Pada pertengahan 1990 pemerintah RI pernah berkontribusi 
penting mengatasi masalah konflik bangsa Moro di Filipina Selatan. 
Kala itu, tahun 1995 pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto 
menawarkan jasa baik menengahi konflik itu. Tawaran direspons positif 
oleh Misuari dan pemerintah Filipina di bawah Presiden Fidel Ramos. 
Perundingan menghasilkan kesepakatan yang memungkinkan MNLF 
bisa berdamai dengan pemerintah Filipina. Maka, perundingan MNLF 
dengan penguasa di Manila berlanjut dengan ditengahi Indonesia. 
Klimaksnya, pada 30 Agustus 1996 kedua pihak yang bertikai 
mencapai perjanjian damai. Dokumen perdamaian tersebut di 
tandatangani Misuari dan Ramos di Istana Merdeka Jakarta disaksikan 
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Presiden Soeharto. Salah satu poin terpenting dari perjanjian itu adalah 
MNLF bersedia menghentikan perlawanan militernya. Sebagai imbalan, 
penguasa di Manila memberi otonomi khusus kepada masyarakat Moro 
yang mayoritas beragama Islam dan mendiami Kepulauan Mindanao 
beserta gugusannya di Filipina selatan. Pengimplementasikan dari 
kesepakatan tersebut dijabarkan dalam aturan-aturan yang dibuat dan 
ditetapkan kemudian. Otonomi khusus bagi masyarakat Moro mulai 
diberlakukan tahun 2000.Penyebab pecahnya kembali konflik dari 
kedua belah pihak dikarenakan berbagai organisasi perlawanan 
masyarakat Moro, termasuk MNLF, terhadap pemerintah Filipina, tidak 
ada yang solid terkait dengan persatuan dan kesatuan mereka. 
Kelompok MNLF yang berideologi nasionalis-sekuler adalah sempalan 
dari Moro Liberation Front (MLF) yang didirikan tahun pada 1971. Di 
luar MNLF, dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) pimpinan 
Salamat Hashim yang juga menyempal dari MLF. Kelompok MILF 
berideologi Islam, bertujuan mendirikan  sebuah negara Islam di 
Filipina Selatan. 
tahun 1993 berdiri kelompok Abu Sayyaf  pimpinan Abdurazak 
Janjalani. diluar itu semua masih ada kelompok perlawanan lain, 
semisal Muslim Independent Movement (MIM) yang didirikan tahun 
1968 dan Anshar al-Islam. Seperti halnya MILF dan kelompok Abu 
Sayyaf, mereka menginginkan pula pembentukan sebuah negara Islam 
di Filipina Selatan. Banyaknya front perlawanan Moro yang masih 
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menginginkan pembentukan sebuah negara Islam di Filipina selatan itu 
pantas diduga menjadi salah satu faktor penyebab pecahnya kembali 
perang antara gerilyawan MNLF dan militer Filipina. Faktor penyebab 
lain adalah ketidakpuasan Nur Misuari atas implementasi otonomi 
khusus masyarakat Moro selama 12 tahun terakhir ini.Karena itu, 
apabila pemerintah RI kembali menjadi penengah dalam perundingan 
damai untuk mengatasi masalah perlawanan Moro, front perlawanan 
Moro yang diikut sertakan dalam perundingan dengan pemerintah 
Filipina tidak hanya MNLF kubu Misuari. Indonesia harus bisa 
mengondisikan dan mendorong segenap kelompok perlawanan yang 
ada untuk mengirimkan perwakilannya dalam negosiasi itu.Perundingan 
secara lengkap itu dimaksudkan guna menjamin keberlangsungkan 
keterciptaan perdamaian yang hakiki di Filipina selatan, dan semua 
pihak berharap tercapai perdamaian abadi. Hasil perundingan itu akan 
berbeda dari perundingan yang hanya melibatkan satu kelompok 
perlawanan. Namun, pemerintah RI berharap dengan menugaskan 
negosiator mantan wakil presiden Jusuf Kalla bisa mengemban misi itu 
dengan sukses. 
3. International Contact Group (ICG) 
Dalam menjalankan perannya sebagai explorer, ICG telah 
melakukan pertemuan informal pada  Februari 2010 (Mindanao  Think  
Tank, 2010). Pertemuan  ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan 
dari pemerintah Filipina dan MILF tentang posisi mereka dalam 
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negosiasi yang berakhir tanpa persetujuan. Negosiasi yang dilakukan 
menjadi tantangan dalam keberlangsungan proses perdamaian.negosiasi 
berhenti karena kedua pihak tidak dapat menerima masing-masing 
proposal yang diajukan karena memiliki perbedaan yang sangat jauh 
satu sama lain. Kemudian, pada 8 Juni 2012 anggota NGO ICG telah 
melakukan kunjungan pertama kali dimarkas besar MILF di Camp  
Darapanan, Manguindanao yang jarang sekali dapat dilakukan. 
Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mencari informasi tentang 
kesiapan MILF dan konstituennya menjelang penandatanganan 
kerangka perjanjian damai yang terakhir. Peran convener ICG juga 
berhubungan dengan berhentinya pembicaraan formal. ICG telah 
memberikan inisiatif  untuk  melakukan tiga pertemuan informal yang 
dilakukan pada bulan Februari, Maret, dan akhir April 2010. Pertemuan 
tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki proses perdamaian yang 
sempat berhenti. Adapun aktor yang tergabung dalam ICG ialah: Turki, 
Inggris, Kanada, Asia Foundation, Human Cobciliation, 
Muhammadiyah, dan Henry Dunant Center ICG juga berperan secara 
kolektif sebagai reassurer pasca pemilihan Presiden yang dilakukan 
pada tahun 2010. Calon presiden yang terpilih menjadi Presiden baru 
Filipina adalah Benigno S. Aquino III. Diawal kepemimpinannya,  
Benigno banyak melakukan  perubahan  staf-staf yang menjabat sebagai 
perwakilan Filipina untuk proses  perdamaian dengan MILF (Mindanao 
Think Tank,2010). ICG berperan sebagai facilitator dalam setiap 
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pertemuan formal yang diadakan oleh pemerintah Filipina dan MILF. 
ICG telah terlibat dalam pertemuan formal pemerintah Filipina dan 
MILF yang telah dilakukan sebanyak  16 kali dari pertemuan yang 
dilakukan pada 9 Desember 2009 sampai pada  penandatanganan  
kerangka perjanjian  damai  akhir  tahun  2012.  ICG telah 
menjembatani komunikasi masing-masing pihak dengan  memberikan 
perspektif yang dapat mewakili kedua pihak. Peran  fasilitator ICG saat 
negosiasi sangat dipengaruhi oleh peran yang  dilakukan  oleh masing-
masing anggota  ICG  yang  dilakukan  sebelum proses negosiasi. 
Segala kontribusi yang dilakukan oleh anggota ICG dikumpulkan dan 
dibahas dalam rapat ICG. Rapat tersebut dilakukan di Manila secara 
rutin sebelum pertemuan formal dilaksanakan. Masing-masing  anggota 
ICG berbagi  informasi  dan harapan kedua pihak yang telah 
didapatkan.Upaya ini dapat dikatakan berhasil dengan adanya  
penandatanganan Framework  Agreement  of  Bangsamoro (FAB)  pada  
15 Oktober 2012. Pada penandatanganan FAB tersebut ICG juga 
berperan  sebagai legitimizer untuk menambah  prestis  dan  legitimasi 







F. Hasil Resolusi Konflik MILF dengan Pemerintah Filipina Pada Era 
Pemerintahan Benigno S. Aquino III 
Pemerintah Filipina dan MILF mencapai terobosan besar dengan 
membuat “kerangka kerja perjanjian damai” untuk menghentikan konflik 
yang telah berlangsung hampir empat dekade di Mindanao dan menelan 
korban tewas lebih dari 120 ribu jiwa. Pemerintah Filipina dan MILF 
bertemu diistana kepresidenan pada tanggal 15 Oktober 2012 untuk 
menandatangani kerangka kerja tersebut, yang menjadi tonggak sejarah 
baru bagi perjuangan kaum muslimin selama kurun waktu 40 tahun 
diPulau Mindanao. Perjanjian ini ditandatangani oleh pengacara Marvic 
Leonen, perunding utama pemerintah, dengan Mohagher Iqbal, utusan 
MILF. MILF menggantikan MNLF yang dikepalai oleh Nur Misuari 
sebagai kelompok Muslim yang dominan setelah terakhir kali MNLF 
menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah pada tahun 1996. 
MILF, yang awalnya berjuang untuk negara Muslim merdeka dibagian  
selatan Filipina, memisahkan diri dari MNLF setelah Misuari 
menandatangani pakta damai yang menciptakan Daerah Otonomi di 
Mindanao Muslim (Autonomous Region in Muslim Mindanao atau 
ARMM), yang meliputi Provinsi Sulu, Maguindanao, Lanao del Sur, 
Tawi-Tawi, dan Basilan, kecuali ibukotanya. Isabella. Presiden Benigno 
Aquino, ketua MILF Al-Haj Murad Ebrahim, dan Perdana Menteri 
Malaysia Najib Razak menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka 
kerja pada tanggal 15 Oktober 2012, yang meyakinkan MILF untuk 
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melepaskan tuntutannya atas negara merdeka, dan sebagai gantinya 
dibentuklah wilayah dengan otonomi lebih luas.  
Isi Kerangka Kerja Perjanjian Damai (Framework Agreement) 
1. pembentukan Komite Bersama yang beranggotakan 15 orang, yaitu 7 
dari pemerintah Filipina, dan 8 dari MILF. Komite ini mempunyai 3 
tugas utama yaitu: Menyusun hukum dasar yang akan dijadikan 
sebagai rujukan perundang-undangan diwilayah otonomi; melobi 
Kongres Filipina (semacam DPR) untuk mengamandemen Konstitusi 
Filipina yang tidak mengizinkan adanya pemerintahan otonom yang 
terlepas dari Pemerintah Pusat; dan tugas terakhir adalah penyusunan 
rencana kerja untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat 
Bangsamoro.  
2. menyerukan pembentukan entitas politik baru di Mindanao bernama 
“Bangsamoro” yang akan menggantikan ARMM, serta menambah 
luas wilayah. Tambahan wilayah yang masuk ke dalam status “Core 
of Bangsamoro” atau wilayah inti Bangsamoro meliputi 12 kota di 
Provinsi Lanao del Norte dan Cotabato Utara, kota Isabella di Basilan, 
dan kota Cotabato dipusat Provinsi Mindanao. Namun, para pejabat di 
Isabella berkeberatan atas pemasukan kota mereka ke dalam entitas 
baru ini, dan mengatakan mereka lebih suka untuk tetap berada 
dibawah pemerintahan yang ada saat ini.  
3. pembentukan pemerintahan Bangsamoro. Pada poin ini, disebutkan 
bahwa kelak pemerintahan disusun atas hasil pemilihan umum yang 
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melibatkan partai-partai lokal di Mindanao. Masyarakat yang tinggal 
diwilayah yang akan menjadi bagian dari Bangsamoro akan memiliki 
kesempatan untuk menggunakan hak suaranya pada tahun 2015.  
4. pembentukan dan keberadaan Pemerintahan Bangsamoro, Pemerintah 
Filipina tetap akan mendapat hak mempertahankan kekuasaan atas 
pembuatan uang logam, pertahanan dan keamanan, serta 
kewarganegaraan. Kekayaan yang ada diwilayah Bangsamoro juga 
dibagi antara pemerintah pusat dan juga entitas politik lokal tersebut.  
Perjanjian Kerangka Kerja Bangsamoro 2012. Pemerintah Filipina 
(GPH) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) selanjutnya disebut 
sebagai “pihak-pihak” (The Parties) dalam perjanjian ini, Telah 
menyetujui dan mengakui hal-hal sebagai berikut
27
: 
I. PEMBENTUKAN BANGSAMORO  
1. “Para pihak”(The parties) setuju bahwa status quo tidak dapat diterima 
dan bangsamoro harus didirikan untuk menggantikan “The 
Autonomous Region in Muslim Mindanao”(ARMM). Bangamoro 
adalah entitas pilitik otonomi baru sebagaimana disebut dalam Prinsip 
Poin-poin Keputusan pada April 2012. 
2. Pemerintah Bangsamoro harus memiliki sebuah bentuk kementrian.  
“Para pihak”(The parties) setuju untuk mendirikan sebuah sistem 
pemilu yang sesuai terhadap pemerintahan berbentuk kementrian. 
                                                             
27 Framework agreement on the bangsamoro 15 oktober 2012; 
http://www.opapp.gov.ph/resources/framework-agreement-bangsamoro;  
diakses 1 november 2015  
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Sistem pemilu harus memperbolehkan  partisipasi demokratis, 
memastikan akuntabilitas pekerja publik terutama terhadap 
konsitutennya dan mendorong pembentukan Partai Politik. Sistem 
Pemilu harus tercantum dalam hukum dasar Bangsamoro untuk 
diimplementasikan melalui  undang-undang yang berlaku oleh 
Pemerintah Bangsamoro dan berkorelasi dengan hukum nasional. 
3. Provinsi, kota, kotamadya, barangay dan wilayah geografis dalam 
wilayahnya wajib menjadi unit konstituen dari Bangsamoro. 
Kewenangan untuk mengatur tanggung jawab sendiri urusan unit 
konstituen dijamin dalam batas Undang-Undang Dasar 
Bangsamoro. Hak-hak istimewa yang sudah dinikmati oleh  unit 
pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang ada tidak akan 
berkurang kecuali dinyatakan diubah, dimodifikasi atau direformasi 
untuk pemerintahan yang baik berdasarkan berdasarkan pemerintah 
ketentuan lokal Bangsamoro. 
4. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Bangsamoro akan 
asimetris. 
5. Pihak mengakui identitas Bangsamoro. Mereka yang pada saat 
penaklukan dan kolonisasi dianggap pribumi atau penduduk asli 
Mindanao dan kepulauan Sulu dan pulau-pulau yang berdekatan 
termasuk Palawan, dan keturunan mereka apakah campuran atau 
darah penuh berhak untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai 
Bangsamoro oleh anggapan atau anggapan diri. 
  
68 
Para pasangan dan keturunan mereka dikalsifikasikan sebagai 
Bangsamoro. Kebebasan memilih orang-orang pribumi yang lain 
harus dihargai. 
II. HUKUM DASAR 
1. Bangsamoro akan diatur oleh Undang-Undang Dasar. 
2. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Bangsamoro harus 
konsisten dengan semua persetujuan “Para pihak”( The parties).   
3. Undang-Undang Dasar harus mencerminkan sistem hidup 
Bangsamoro dan memenuhi  secara internasional standar pemerintah. 
4. harus dirumuskan oleh rakyat Bangsamoro dan disahkan oleh pemilih 
yang memenuhi syarat di dalam wilayahnya 
III. KEKUASAAN 
1. Pemerintah Pusat akan memiliki kekuasaan, Pemerintah Bangsamoro 
harus memiliki kekuasaan eksklusif, dan akan ada kekuatan ber- 
samaan sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Bangsamoro. 
Lampiran pada Pembagian Kekuasaan, yang mencakup prinsip-prinsip 
hubungan antar pemerintah, harus merupakan bagian dari Perjanjian 
ini dan menuntun  penyusunan Undang-Undang Dasar. 
2. Pemerintah Pusat akan memiliki kekuasaan pada:  
a) Pertahanan dan keamanan eksternal. 
b) Kebijakan luar negeri. 
c) pasar umum dan perdagangan global, asalkan kekuasaan untuk 
masuk ke dalam perjanjian ekonomi sudah diperbolehkan 
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dibawah Undang-Undang Republik Nomor 9054 akan ditransfer 
ke Bangsamoro. 
d) Pembuatan mata uang dan kebijakan moneter. 
e) Kewarganegaraan dan naturalisasi. 
f) Layanan pos. 
Daftar ini tidak mengurangi kekuatan tambahan yang mungkin 
disepakati oleh “Para Pihak”. 
3. “Para Pihak” mengakui kebutuhan untuk memperkuat pengadilan 
syariahdan memperluas yurisdiksi atas kasus mereka. Bangsamoro 
akan memiliki kompetensi atas sistem peradilan syariah. Supremasi 
terhadap syariah dan penerapannya hanya akan untuk Muslim. 
4. Undang-undang dasar bangsamoro  dapat mempengaruhi  kekuatan 
Pemerintah Bangsamoro untuk mengakreditasi lembaga halal-
sertifikasi di Bangsamoro. 
5. Undang-undang dasar bangsamoro harus menyediakan lembaga 
peradilan di Bangsamoro. Ini meliputi: 
a) kompetensi atas sistem peradilanan syariah, serta pelembagaan 
formal dan operasi fungsinya, dan perluasan yurisdiksi peng- 
adilan syariah; 
b) Langkah-langkah untuk meningkatkan kerja pengadilan sipil 
lokal, bila diperlukan; dan  
c) sistem penyelesaian sengketa alternatif. 
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6. Hak dan tradisi masyarakat adat adat harus dipertimbangkan dalam 
pembentukan sistem peradilan Bangsamoro. Ini mungkin termasuk 
pengakuan proses adat sebagai mode alternatif penyelesaian sengketa. 
IV.  GENERASI PENDAPATAN DAN PEMBAGIAN KEKAYAAN  
1. Para pihak setuju bahwa penciptaan kekayaan (atau generasi 
pendapatan dan sumber) penting untuk pengoperasian Bangsamoro. 
2. Konsisten dengan Undang-Undang Dasar Bangsamoro, Bangsamoro 
akan memiliki kekuatan untuk membuat sumber pendapatannya 
sendiri  dan memungut pajak, biaya, dan upah, tunduk pada 
pembatasan yang mungkin disepakati oleh Para Pihak. Kekuasaan ini 
harus mencakup kekuasaan untuk menentukan dasar pengenaan pajak 
dan tarif pajak, dipandu oleh prinsip-prinsip devolusi kekuasaan, 
pemerataan, keadilan, akuntabilitas, kesederhanaan administrasi, 
harmonisasi, efisiensi ekonomi, dan otonomi fiskal.  
3. Bangsamoro akan memiliki kewenangan untuk menerima hibah dan 
sumbangan dari dalam negeri dan sumber-sumber asing, dan dana 
hibah dan subsidi dari Pemerintah Pusat. Tunduk pada kelayakan 
kredit, juga harus memiliki kewenangan untuk kontrak pinjaman dari 
dalam negeri dan lembaga pemberi pinjaman asing, kecuali pinjaman 
luar negeri dan dalam negeri yang membutuhkan jaminan berdaulat, 




4. Bangsamoro akan memiliki pangsa adil dan merata dipendapatan yang 
dihasilkan melalui eksplorasi, pengembangan atau pemanfaatan 
sumber daya alam yang didapatkan mendapatkan disemua daerah/ 
wilayah, tanah atau air, yang termasuk dalam yurisdiksi Bangsamoro, 
sesuai dengan aturan yang disepakati oleh Para Pihak. 
5. Bangsamoro dapat membuat badan  audit sendiri dan prosedur untuk 
akuntabilitas atas pendapatan dan dana lain yang dihasilkan didalam 
atau oleh daerah dari sumber eksternal. Ini tanpa mengurangi 
kekuatan, wewenang dan tugas dari Komisi Nasional Audit untuk 
memeriksa, audit dan menyelesaikan semua akun yang berkaitan 
dengan pendapatan dan penggunaan dana dan properti yang dimiliki 
dan dipercaya disimpan oleh instrumen pemerintah, termasuk GOCCs. 
6. Rincian pengaturan pendapatan dan pembagian kekayaan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Bangsamoro akan disepakati oleh 
Para Pihak. Lampiran pada pembagian kekayaan akan menjadi bagian 
dari Perjanjian ini. 
7. Harus ada sebuah dewan kebijakan fiskal antar pemerintah yang 
terdiri dari wakil-wakil dari Bangsamoro dan Pemerintah Pusat dalam 
rangka mengatasi ketidakseimbangan pendapatan dan fluktuasi 
kebutuhan keuangan regional dan kapasitas peningkatan 
pendapatan. Dewan akan bertemu  setidaknya sekali dalam enam (6) 
bulan untuk menentukan penyesuaian kebijakan fiskal yang 
diperlukan, tunduk pada prinsip-prinsip hubungan antar pemerintah 
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yang disepakati bersama oleh kedua belah Pihak. Setelah fiskal 
otonomi penuh telah dicapai oleh Bangsamoro maka mungkin tidak 
lagi perlu untuk memiliki perwakilan dari Pemerintah Pusat untuk 
duduk di Dewan. Otonomi fiskal berarti generasi dan penganggaran 
dari sumber pendapatan Bangsamoro sendiri, pangsa internal pajak 
pendapatan dan hibah dan subsidi disetorkan kepadanya oleh 
pemerintah pusat atau donor. 
8. Para Pihak sepakat bahwa pembangunan berkelanjutan sangat penting 
dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup rakyat 
Bangsamoro. Untuk tujuan ini, Bangsamoro akan mengembangkan 
kerangka komprehensif untuk pem- bangunan berkelanjutan melalui 
konservasi yang tepat, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya 
alam. Untuk koordinasi dan bantuan, yang efisien Badan legislatif 
Bangsamoro akan membuat, berdasarkan  hukum, sebuah badan antar 
pemerintah yang terdiri dari perwakilan dari Bangsa Moro dan 
Pemerintah Pusat, yang harus menjamin harmonisasi rencana 
lingkungan dan pembangunan, serta merumuskan tujuan umum 
lingkungan. 
V. WILAYAH 
1. Wilayah inti dari Bangsamoro akan terdiri dari: (a) wilayah geografis 
saat ini dari ARMM; (b) Kotamadya Baloi, Munai, Nunungan, Pantar, 
Tagoloan dan Tangkal diprovinsi Lanao del Norte dan semua 
barangay lainnya di Kotamadya Kabacan, Carmen, Aleosan, 
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Pigkawayan, Pikit, dan Midsayap yang memberikan suara untuk 
dimasukkan dalam ARMM selama 2001 plebisit; (c) kota-kota 
Cotabato dan Isabela; dan (d) semua daerah-daerah lain yang 
berdekatan dimana ada resolusi unit pemerintah lokal atau 
permohonan setidaknya sepuluh persen(10%) dari pemilih yang 
memenuhi syarat didaerah meminta untuk dimasukkan setidaknya dua 
bulan sebelum pelaksanaan ratifikasi Undang-Undang Dasar 
Bangsamoro dan proses penetapan batas Bangsamoro sebagaimana 
dimaksud dalam ayat berikutnya.  
2. Para Pihak akan bekerja sama untuk memastikan penerimaan atas 
Dasar Hukum Bangsamoro sebagai disusun oleh Komisi Transitory 
dan daerah inti yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, melalui 
proses ratifikasi populer di antara semua Bangsamoro dalam daerah 
untuk adopsi mereka. Sebuah tim pemantau pihak ketiga internasional 
akan hadir untuk memastikan bahwa Proses ini free, adil, kredibel, sah 
dan sesuai dengan standar internasional. 
3. Faktor yang berdekatan dan di luar wilayah inti di mana ada 
substansial populasi dari Bangsamoro dapat memilih kapan saja untuk 
menjadi bagian dari wilayah atas permohonan jika setidaknya sepuluh 
persen (10%) dari penduduk dan disetujui oleh mayoritas pemilih 
yang memenuhi syarat dalam plebisit. 
4. Disposisi perairan internal dan teritorial harus disebut dalam Lampiran 
pada pembagian Kekayaan dan kekuasaan. 
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5. Wilayah mengacu pada daratan serta maritim, darat, fluvial dan 
aluvial domain, dan domain udara dan ruang atmosfer di atasnya. Tata 
Kelola akan menjadi sepertidisepakati oleh para pihak dalam 
perjanjian ini dan di bagian atas kekayaan dan pembagian kekuasaan. 
6. Bangsamoro Undang-Undang Dasar harus mengakui hak-hak 
demokratis kolektif  konstituen di Bangsamoro. 
VI. HAK DASAR 
1. Selain hak-hak dasar yang sudah dinikmati, hak-hak berikut semua 
warga negara yang berada di Bangsamoro terikat secara legislatif, 
eksekutif dan yudikatif sebagai hukum yang patut ditegakkan dan 
dijamin: 
a) Hak untuk hidup dan tidak dapat diganggu gugat pada pribadi 
dan martabat; 
b) Hak untuk kebebasan dan mengekspresikan agama dan 
keyakinan; 
c) Hak untuk privasi; 
d) Hak untuk kebebasan berbicara; 
e) Hak untuk mengekspresikan pendapat politik dan mengejar 
aspirasi politik secara demokratis; 
f) Hak untuk mencari perubahan konstitusi dengan cara damai dan 
sah; 
g) Hak perempuan untuk partisipasi politik yang berarti, dan 
perlindungan dari segala bentuk kekerasan; 
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h) Hak untuk bebas memilih tempat tinggal dan tidak dapat 
diganggu gugat; 
i) Hak untuk kesempatan yang sama dan non-diskriminasi dalam 
kegiatan sosial dan ekonomi danpelayanan publik, terlepas dari 
kelas, keyakinan, cacat, gender dan etnis; 
j) Hak untuk mendirikan asosiasi budaya dan agama; 
k) Hak untuk bebas dari pelecehan agama, etnis dan sektarian; dan 
l) Hak untuk ganti rugi dan proses hukum. 
2. Hak milik pribadi  harus diakui dan dihormati. Sehubungan dengan 
sah Keluhan nyata dari orang-orang Bangsamoro yang timbul dari 
pencabutan yang tidak adil dari wilayah mereka dan hak kepemilikan, 
penguasaan tanah adat atau marjinalisasi mereka harus diakui. Setiap 
kali restorasi tidak mungkin lagi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Bangsamoro akan mengambil langkah-langkah efektif untuk reparasi 
kolektif yang memadai yang bermanfaat bagi Orang Bangsamoro 
dalam kualitas, kuantitas dan status yang akan ditentukan bersama. 
3. Hak masyarakat adat dan pribumi  harus dihormati. 
4. Pemerintah Pusat akan menjamin perlindungan hak-hak rakyat 
Bangsamoro yang bertempat tinggal di luar wilayah Bangsamoro dan 
melakukan program untuk rehabilitasi dan pengembangan komunitas 
mereka. Pemerintah Bangsamoro dapat memberikan bantuan kepada 
komunitas mereka untuk meningkatkan pem bangunan ekonomi, 
sosial dan budaya mereka. 
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VII. TRANSISI DAN IMPLEMENTASI 
1. Para Pihak sepakat akan kebutuhan terhadap masa transisi dan 
mekanisme lembaga transisi. 
2. Pihak sepakat untuk mengadopsi dan menggabungkan Lampiran dari  
Pengaturan Transisi dan Modalitas, yang merupakan bagian dari 
Persetujuan ini. 
3. akan membentuk Komisi Transisi melalui Executive Order dan 
didukung oleh Resolusi kongres. 
4. Fungsi Komisi Transisi adalah sebagai berikut: 
a) Untuk bekerja pada penyusunan Undang-Undang Dasar 
Bangsamoro dengan ketentuan yang konsisten dengan  semua 
perjanjian dan yang dapat dimasuki oleh para Pihak; 
b) Untuk bekerja pada proposal untuk mengamandemen konstitusi 
Filipina dalam tujuan untuk menampung dan mendirikan dalam 
konstitusi perjanjian para pihak apabila diperlukan tanpa 
melenceng dari setiap perjanjian damai sebelumnya; 
c) Mengkoordinasikan program-program pembangunan Bangsa 
Moro setiap kali diperlukan dan hubungannya dengan Badan 
Pembangunan MILF Bangsamoro (BDA), Institut 




5. Komisi Transisi akan terdiri dari lima belas (15) anggota yang 
semuanya Bangsa Moro. Tujuh (7) anggota harus dipilih oleh GPH 
dan delapan (8) orang, termasuk Ketua, harus dipilih oleh MILF. 
6. Komisi Transisi akan independen dari ARMM dan pemerintah serta 
lembaga lainnya. GPH harus mengalokasikan dana dan menyediakan 
sumber daya lainnya untuk operasi yang efektif. Semua instansi 
pemerintah lainnya harus mendukung Komisi Transisi dalam kinerja 
tugas dan tanggung jawabnya sampai men- jadi oficio functus . 
7. Draft Undang-Undang Dasar Bangsamoro yang disampaikan oleh 
Komisi Transisi harus disertifikasi sebagai tuntutan  mendesak oleh 
Presiden. 
8. Setelah pengundangkan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, yang 
menetapkan  untuk penciptaan Bangsamoro Transition Authority 
(BTA), ARMM  dianggap dihapuskan. 
9. Semua otoritas dilimpahkan harus dipegang Otoritas Transisi 
Bangsamoro selama periode interim. Bentuk menteri dan Kabinet 
sistem pemerintahan akan dimulai setelah Otoritas Transisi 
Bangsamoro di tempat. Otoritas Transisi Bangsamoro mungkin 
mereorganisasi birokrasi menjadi lembaga pemerintahan yang sesuai 
dengannya. 
10. Otoritas Transisi Bangsamoro harus memastikan bahwa fungsi 
lanjutan pemerintah didaerah otonomi dilaksanakan sesuai dengan 
mandatnya dibawah Undang-Undang Dasar. Otoritas Transisi 
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Bangsamoro akan segera diganti pada tahun 2016 setelah pemilu. dan 
penerimaan para anggota DPRD Bangsamoro dan pembentukan 
Pemerintah Bangsamoro. 
11. Akan dibuat tim monitoring pihak ketiga untuk terdiri dari badan-
badan internasional, serta kelompok-kelompok domestik untuk 
memantau pelaksanaan semua kesepakatan. 
12. Pada akhir periode transisi, GPH dan Panel Negosiasi Perdamaian 
MILF, bersama-sama dengan Fasilitator Malaysia dan Tim Pemantau 
Pihak Ketiga, akan mengadakan pertemuan untuk meninjau, menilai 
atau mengevaluasi pelaksanaan semua kesepakatan dan kemajuan 
transisi. Sebuah “Exit Document” resmi mengakhiri negosiasi 
perdamaian dapat dibuat dan ditandatangani oleh kedua Pihak  hanya 
jika semua perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya. 
13. Panel Negosiasi kedua Pihak akan melanjutkan negosiasi sampai 
semua masalah dapat diselesaikan dan semua perjanjian dilaksanakan. 
VIII. NORMALISASI 
1. Para Pihak sepakat bahwa normalisasi adalah penting untuk proses 
perdamaian.  melalui normalisasimasyarakat dapat kembali ke kondisi 
dimana mereka dapat mencapai kualitas yang diinginkan, yang 
meliputi mengejar penghidupan yang berkelanjutan dan partisipasi 
politik dalam masyarakat deliberatif yang damai. 
2. Tujuan dari normalisasi adalah untuk memastikan keamanan manusia 
di Bangsamoro. Normalisasi membantu membangun masyarakat yang 
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berkomitmen untuk hak asasi manusia, di mana individu bebas dari 
rasa takut kekerasan atau kejahatan dan tradisi dan nilai lama yang  
dipegang terus dihormati. Ketidakamanan  manusia mencakup 
berbagai isu yang akan mencakup pelanggaran manusia dan sipilhak, 
ketidakadilan sosial dan politik dan impunitas. 
3. Secara prinsip, struktur dan penataan kebijakan yang sedemikian rupa 
menjadi penting  sehingga kepolisian profesional dan bebas dari 
kontrol politik partisan. Sistem kepolisian harus sipil dalam karakter 
sehingga efektif dan efisien dalam penegakan hukum, adil dan tidak 
memihak sebagai serta bertanggung jawab berdasarkan hukum untuk 
aksinya, dan bertanggung jawab baik kepada Pemerintah Pusatd an 
Pemerintah Bangsamoro, dan masyarakat yang dilayaninya. 
4. Sebuah komisi independen harus diselenggarakan oleh Para Pihak 
untuk merekomendasikan kepolisian di wilayah. Komisi harus terdiri 
dari wakil-wakil dari pihak dan dapat mengundang ahli lokal dan 
internasional tentang penegakan hukum untuk membantu komisi 
kerjanya. 
5. MILF akan melakukan program untuk menonaktifkan  pasukannya  
6. Dengan cara yang bertahap dan bertahap, semua fungsi penegakan 
hukum akan ditransfer dariA ngkatan Bersenjata Filipina (AFP) 
kepolisian untuk Bangsamoro.Para Pihak setuju untuk melanjutkan 
negosiasi pada bentuk, fungsi satuan polisi Bangsamoro dengan 
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mempertimbangkan hasil dari proses kajian independen disebutkan 
dalam ayat 4. 
7. Komite Koordinasi Bersama Penghentian Permusuhan (JCCCH) serta 
Ad hoc Aksi Bersama (AHJAG) dengan partisipasi dari Tim 
Pemantau Internasional (IMT)akan terus memantau perjanjian 
gencatan senjata sampai penonaktifan penuh Pasukan  MILF  
. Mekanisme koordinasi yang ada akan menjadi dasar untuk 
penciptaan BersamaKomite Normalisasi (JNC) untuk memastikan 
koordinasi antara Pemerintah danS isa pasukan MILF, dan melalui 
mana MILF akan membantu dalam menjaga perdamaian dan 
ketertiban di daerah Bangsamoro sampai penonaktifan harus telah 
selesai sepenuhnya. 
8. Kedua Pihak berkomitmen untuk bekerja dalam kemitraan untuk 
pengurangan dan pengendalian senjata api didaerah dan pembubaran 
tentara swasta dan kelompok bersenjata lainnya. 
9. Rincian dari proses normalisasi dan jadwal untuk dekomisioning harus 
berada dalam Lampiran pada Normalisasi dan akan menjadi bagian 
dari Perjanjian ini. 
10. Para Pihak setuju untuk mengintensifkan upaya pembangunan untuk 
rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan Bangsamoro, dan 
program lembaga untuk mengatasi kebutuhan kombatan MILF, 
pengungsi, dan masyarakat miskin. 
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11. Pihak mengakui kebutuhan untuk menarik dukungan negara multi 
donor, bantuan dan janji untuk proses normalisasi. Untuk tujuan ini, 
sebuah Trust Fund harus ditetapkan yang dimana dukungan 
mendesak, berulang dan biaya anggaran investasi akan dirilis dengan 
efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Para Pihak sepakat untuk 
mengadopsi kriteria untuk memenuhi , skema syarat  pembiayaan, 
seperti, daerah prioritas pengembangan kapasitas, penguatan ke- 
lembagaan, dampak program untuk mengatasi ketidakseimbangan 
dalam pengembangan dan prasarana, dan fasilitasi ekonomi untuk 
kembali ke kehidupan normal yang mempengaruhi unsur kombatan 
dan non-kombatan dari MILF,masyarakat adat, perempuan, anak-
anak, dan pengungsi internal. 
12. Pihak sepakat untuk menegrjakan program untuk keadilan transisional 
untuk mengatasi keluhan dari masyarakat Bangsamoro, mengoreksi  
ketidakadilan sejarah, dan menyampaikan pesan perihal pelanggaran 












Malaysia sebagai fasilitator konflik antara Pemerintah Filipina dengan 
MILF. Dalam perannya Malaysia mendesak MILF agar secara konsisten 
dalam pembicaraan damaidan tidak melakukan withdraw, Dikarenakan 
beberapa kepentingan yang di perjuangkan MILF mulai diakomodasi oleh 
Pemerintah Filipina. Malaysia tidak banyak memainkan peran penting 
disebabkan kesepakatan antara Indonesia dengan Malaysia.Indonesia 
menjadi mediasi antara Filipina dengan MNLF sedangkan Malaysia menjadi 
fasilitator antara Filipina dengan MILF, namun posisi Malaysia sangat 
diharapkan oleh Filipina dan MNLF untuk menciptakan situasi yang kodusif 
dalam pembicaraan konflik MILF dan Filipina. Secara keseluruhan peranan 
Malaysia ialah memfasilitasi jalannya perundingan, memberikan saran 
terhadap pihak yang terlibat, menjadi sumber informasi yang dibutuhkan, 
mendorong agar proses perundingan berjalan sesuai dengan prosedur yang 
telah dibuat, merekomendasikan penyelesaian konflikdari pihak mediator, 
dan memberikan kebebasan kepada Mindanao tanpa adanya intervensi dari 
pemerintah Filipina.  
Adapun kendala Malaysia dikarenakan oleh Datuk Othman Bin Abdul 
Razak. Dimana Filipina beranggapan Othman memiliki kecenderungan 
terhadap MILF, dan harus menggantikannya dengan perwakilan lain dari 
  
83 
Malaysia namun MILF menganggap Othman sebagai fasilitator yang 
berkomitmen. Setelah ICG meyakinkan kedua pihak, Malaysia memutuskan 
untuk mengganti Datuk Othman bin Abdul Razak dengan Tengku Dato 
Ghafar Tengku Mohamed. 
Dalam perannya sebagai Fasilitator Malaysia pun memiliki 
kepentingan yakni; mengamankan posisi perbatasan terkait dengan sengketa 
perbatasan antara pemerintah Filipina dengan Malaysia diwilayah 
Sabah.Dan untuk mencegah pengungsi dari Mindanao ke wilayah Malaysia. 
B. SARAN 
Konflik Filipina dengan Moro menjadi konflik berkepanjangan. 
karena tindakan Pemerintah Filipina yang tidak secara langsung bertemu 
dengan seluruh kelompok separatis yang ada di wilayah Selatan Filipina 
seperti MNLF dan MILF untuk melakukan perundingan. Cara pemerintah 
Filipina yang seperti ini pada akhirnya hanyalah menimbulkan kesalah- 
pahaman oleh masing-masing kelompok separatis  
Untuk membantu menyelesaikan konflik dibutuhkan multi track 
diplomacy dalam artian membuka peluang kepada kelompok diluar dari 
pemerintah  atau melibatkan dunia internasional sebagai pihak ketiga untuk 
menyelesaikan konflik seperti Non Governmental Organization (NGO) 
ataupun Civil Society Organization (CSO). NGO dan CSO bisa disebut 
sebagai non profit organization. Disamping itu, NGO dan kelompok kerja 
Civil Society mereka relatif bersifat netral dan bebas dalam menjalankan 
  
84 
kegiatan dari tekanan kelompok kepentingan dan lebih mudah untuk 
mencapai tujuan perdamaian. NGO dan CSO akan membuka jalan 
perdamaian dengan pemahaman yang menguntungkan antara muslim dan 
kristen di Mindanao. Namun, apabila peranan NGO dan CSO dalam proses 
resolusi konflik masih sulit dalam upaya perdamaian. Maka, rekomendasi 
akhir yang bisa diberikan adalah dengan diberlakukannya Referendum yang 
dilaksanakan langsung oleh PBB. Dengan dilakukannya referendum bangsa 
Moro dapat menentukan nasib sendiri untuk kedepannya atau self 
determination. kedua pihak yang berkonflik sebaiknya melakukan 
pemotongan senjata setelah Fremework Agreement pada 2012 untuk 
mencegah terjadinya konflik. Selain itu,  kedua lembaga yang ada dalam bangsa 
Moro tersebut dilibatkan dalam proses  perdamaian dengan pemerintah Philipina. 
Lembaga tersebut yakni Moro Islamic liberation Front (MILF) dan Moro National 
liberation Front (MNLF). Dimana dua lembaga ini, sama–sama berbangsa Moro, 
namun dalam proses perdamaian yang dilibatkan oleh pemerintah Philipina hanya 
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